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KATA PENGANTAR 

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMA (Renstra Direktorat 
Pembinaan SMA) tahun 2015-2019 penting dan strategis mengingat Direktorat 

Pembinaan SMA merupakan pelaksana kebijakan pemerintah di bidang pembi-
naan Sekolah Menengah Atas. Renstra ini disusun de ngan mengantisipasi dina-
mika pendidikan SMA sebagai fokus  pembinaan pada saat ini dan yang akan 
datang.

Dalam menyusun Renstra, Direktorat Pembinaan  SMA  secara  objektif menggali 
dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan SMA, serta tantangan 
pendidikan dasar dan menengah nasional dan global. Direktorat Pembinaan SMA 
mengarahkan seluruh kebijakan untuk mencapai tujuan tersedia dan terjangkau-
nya layanan pendidikan SMA yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua 
provinsi, kabupaten/kota.

Renstra ini disusun dengan mengacu  pada Nawacita, RPJMN 2015–2019, dan 
kerangka strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ta-
hun 2015-2019 serta memperhatikan renstra masing-masing direktorat di lingkun-
gan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen).

Renstra Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019 ini akan menjadi dasar dan 
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA dan unit 
pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA, serta pihak-pihak ter-
kait. Selain itu, Renstra Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019 juga menja-
di acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja), laporan tahunan, dan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembinaan SMA.

Pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun pertama Renstra menun-
tut penyesuaian pada rencana tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu, dokumen 
Renstra perlu disesuaikan untuk menjaga target yang ingin dicapai di tahun peri-
ode, Kami atas nama Direktorat Pembinaan SMA mengucapkan terima kasih ke-
pada berbagai pihak yang  telah  berpartisipasi  dengan  memberikan  masukan 
dan saran yang sangat berarti, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 
Renstra Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019.

Jakarta,  Februari 2016
Direktur Direktorat Pembinaan SMA,

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si 
NIP. 196104041985031003
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BAB I

PENDAHULUAN



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-20192

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. 
Di Indonesia, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen menyatakan 
bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Ketetapan dalam 
UUD 1945 tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan 
akses seluas- luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidi-
kan. Pemerintah mempunyai amanat untuk membangun sistem pendidikan 
nasional  yang menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 
serta peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan un-
tuk  menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 
Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pemerintah menetapkan pen-
didikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan  Jangka 
Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Salah satu peran utama pendidikan di Indonesia adalah untuk membangun 
dan mengembangkan sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan salah satunya oleh tersedianya 
tenaga kerja yang terampil dan produktif. Pendidikan mampu meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. 
Pendidikan di tingkat menengah mempunyai andil besar dalam peningkatan 
produktivitas ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar 
yang diperlukan oleh para calon tenaga kerja baik untuk  memulai  bekerja  
maupun untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direk-
torat Pembinaan SMA bertanggung jawab  terhadap  pembinaan  pendidikan 
SMA di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memandu pro-
gram kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA, maka disusun Rencana 
Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan SMA untuk periode 2015-2019. 

Renstra Direktorat Pembinaan SMA merupakan bagian penting dari Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Direktorat Jen-
deral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Ke-
budayaan. Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang sekaligus menjadi sum-
ber data pen ting dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan pembuatan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembinaan SMA. 
Gambar 1.1 menunjukkan hubungan keterkaitan antara Renstra dengan in-
strumen lainnya dalam SAKIP.
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B. LANDASAN HUKUM

Rencana  strategis  ini  merupakan  perwujudan  dari  penerapan  berbagai 
peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan 
Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan Ne-
gara;

RPJM

Renstra

Rencana Kerja
Tahunan

PK

Kinerja Aktual

RKA

LKPDLAKIP

Gambar 1.1. Bagan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Dikmen
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pen-
gelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan  Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

8. Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangun-
an Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan 
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang per-
ubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pe-
merintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019;

C. PARADIGMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Tahun  2015– 
2019 disusun berdasar beberapa paradigma. Sebagian paradigma  bersifat 
universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat 
nasional, sesuai nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma 
itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan untuk semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuh-
an dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat 
konstitusi.

Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi 
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oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan 
kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, ham-
batan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu 
pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diseleng-
garakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan 
dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.

2. Pendidikan sebagai suatu gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan 
yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak da-
pat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasil-
nya menjadi optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai 
suatu gerakan, yang  mengintegrasikan  semua  potensi  negeri dan peran 
aktif seluruh masyarakat.

3. Pendidikan menghasilkan pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan 
mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang ber-
tanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasil-
kan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. 
Pembelajar akan mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan 
baru dengan baik.

4. Pendidikan membentuk karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan,  pemberdayaan, pemben-
tukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul yang antara lain 
bercirikan kejujuran, akhlak mulia, kemandirian, serta kecakapan hidup.

5. Sekolah yang menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosis-
tem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergan-
tungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi 
tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, 
baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa  dan pelaku lainnya.

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Seba-
gian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan 
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atau proses budaya. Pendidikan juga pada dasarnya adalah proses membangun 
kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan penge-
lolaan kebudayaan adalah  untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa In-
donesia.

D. KONDISI UMUM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode tahun 2005-2014 
telah melakukan sejumlah tonggak terobosan serta inisiasi di dalam pembangun-
an seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Kebijakan dan strategi di atas merupakan upaya yang dilakukan untuk mening-
katkan mutu layanan pendidikan di Indonesia sesuai dengan tema pembangu-
nan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang 2005-2024. Se-
cara skematis, Tema Pembangunan Pendidikan tersaji pada Gambar 1.3.

Pada Tahap I dan Tahap II pembangunan pendidikan, pemerintah melalui Ke-
menterian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelesaikan dua tahapan pen-
ting di dalam pembangunan pendidikan. Pada  Tahap  I  (2005-2009)  dengan 
tema "Peningkatan Kapasitas & Modernisasi Penyelenggaraan Pendidikan"  
yang fokus pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam menyediakan 
akses pendidikan dan modernisasi penyelenggaraan pendidikan dengan men-
dorong penggunaan teknologi pembelajaran yang lebih maju. Sementara pada 
Tahap II (2010-2014) dengan tema "Penguatan Pelayanan pendidikan" yang 

Gambar 1.2 Tonggak pencapaian pembangunan pendidikan 2005-2014
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ditujukan untuk Meningkatkan ketersediaan,  keterjangkauan, kualitas/mutu, ke-
setaraan, dan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.  

Dalam menyusun Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019, diperlukan 
analisis kondisi umum pendidikan menengah (termasuk di dalamnya SMA) di 
Indonesia saat ini, sebagai berikut.

Pendidikan menengah di Indonesia disediakan bagi seluruh penduduk Indone-
sia dan diutamakan bagi penduduk berusia 16-18 tahun. Sampai dengan tahun 
2013 pendidikan menengah yang dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan 
dan   Kebudayaan   bekerja   sama   dengan   pemerintah   daerah   telah   mela-
yani siswa, yang 4.384.026 orang diantaranya adalah siswa SMA seperti ditun-
jukan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kondisi Pendidikan Menengah Tahun 2014

Satuan Pendidikan Jumlah Penduduk Usia 16-18 
tahun (Orang) Jumlah Siswa (Orang)

SMA

13.171.200

4.384.026

SMK 4.303.201

SMLB 9.508

PAKET C 380.335

TOTAL 13.171.200 9.077.070

Sumber: Dikmen, Diolah dari PDSP 2013

2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024
Peningkatan Kapasitas 

& Modernisasi
Penguatan 
Pelayanan

Daya Saing 
Regional

Daya Saing 
Internasional

TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

RPJMN-I
(2005-2009)

Menata kembali NKRI, 
membangun Indonesia 

yang aman dan damai yang 
adil dan demokratis, dengan 
tingkat kesejahteraan yang 

lebih baik

RPJMN-II
(2010-2014)

Memantapkan penataan 
kembali NKRI, meningkatkan 
kualitas SDM, membangun 

kemampuan IPTEK, dan 
memperkuat daya saing 

perekonomian.

RPJMN-III
(2015-2019)

Memantapkan pembangunan 
secara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan keung-
gulan kompetitif perekonomian 
yang berbasis pada SDA yang 
tersedia, SDM yang berkualitas 

serta kemampuan IPTEK

RPJMN-IV
(2020-2024)

Mewujudkan manusia Indonesia 
yang mandiri, maju, adil, dan 
makmur, melalui percepatan 

di segala bidang dengan 
struktur perekonomian yang 

kokoh berdasarkan keunggulan 
kompetitif.

Gambar 1.3 Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2024
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Lebih  lanjut  capaian  pembangunan  pendidikan  menengah  tahun  2010-
2014 adalah sebagai berikut.

1. Ketersediaan Akses Pendidikan Menengah

Akses pendidikan menengah mencakup ketersediaan dan keterjangkau-
an layanan pendidikan menengah  bagi  penduduk Indonesia. Tersedian-
ya akses pendidikan bagi  seluruh  lapisan masyarakat Indonesia termasuk 
masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan isu yang 
penting bagi pemerataan kesempatan ekonomi di Indonesia. Keterse-
diaan pendidikan menengah dapat diukur dengan menggunakan nilai 
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/Paket C. Gambar 1.4 di 
bawah menunjukkan pencapaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C dari ta-
hun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APK Nasional SMA/
SMK/SMLB/Paket C pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Re-
alisasi target APK mencapai 72,1% dari target yang ditetapkan sebesar 
72% deng an persentase capaian sebesar 100,14% dari target tahun 2013. 
Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini pelaksanaan program kerja yang 
berkaitan dengan peningkataan akses terhadap  pendidikan  menengah   
antara  lain penyediaan  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantu-
an Siswa Miskin (BSM) telah mampu meningkatkan secara bertahap taraf 
pendidikan terutama pendidikan menengah masyarakat Indonesia.

 Sumber: Diolah dari LAKIP Dikmen 2010, 2011, 2012, dan 2013

Gambar 1.4 APK SMA/SMK/SMLB/Paket C 2010-2013



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 9

Gambar 1.5 Persebaran APK Pendidikan Menengah Tahun 2012/2013

Selain ketersediaan pendidikan  menengah,  keterjangkauan layanan atau 
pemerataan akses juga merupakan isu yang penting bagi pendidikan 
menengah, misalnya pemerataan dari aspek geografis (wilayah). Pemer-
ataan akses terhadap pendidikan menengah dapat dilihat dari persebaran 
APK. Gambar 1.5 menunjukkan persebaran APK Pendidikan Menengah 
(sekolah menengah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan 

Sumber: Kemendikbud dan Kemenag
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Kebudayaan dan sekolah menengah di bawah koordinasi Kementerian 
Agama) pada tahun 2012/2013.

2. Keterjangkauan Akses Pendidikan Menengah

Keterjangkaun akses pendidikan ditunjukan dengan semakin besarnya 

      Sumber: Bappenas

Gambar 1.6 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun 
Menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga Tahun 2000-2012

kemampuan masyarakat miskin atau rentan miskin untuk mendapat ak-
ses pendidikan. Gambar 1.6 menunjukan pertumbuhan akses pendidikan 
pada masyarakat tingkat ekonomi miskin atau rentan miskin.

Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 akses pada masyarakat 
dengan ekonomi miskin atau rentan miskin menunjukan pertumbuhan 
signifikan. Pada Gambar ditunjukan masyarakat dengan ekonomi paling 
lemah yaitu pada kuantil 1 menunjukan peningkatan angka partisipasi dari 
28,7% pada tahun 2009 menjadi 42,9% pada tahun 2012. Demikian pula 
hal dengan masyarakat rentan miskin yang ditunjukan pada kuantil 2 den-
gan kenaikan dari 43,4% pada tahun 2009 menjadi 55,2% pada tahun 
2012. Kondisi ini menunjukan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam mendorong akses pendidik menengah telah   berhasil   meningkat-
kan   angka  partisipasi   masyarakat   tingkat ekonomi lemah.
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3. Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah

a. Kualitas Sekolah Menengah

Kualitas layanan pendidikan menengah dapat dilihat dari jumlah 
SMA/SMK/SMLB yang memenuhi akreditasi. Akreditasi digunakan 
sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, 
adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen 
dan kriteria yang  mengacu  kepada Standar Nasional Pendidikan 
(SNP).  Hasil  akhir  penilaian akreditasi satuan atau program pen-
didikan berupa nilai A, B, C, atau tidak terakreditasi. Dalam hasil pe-
nilaian, akreditasi B adalah level akreditasi yang merupakan indikasi 
bahwa SMA/SMK/SMLB telah memiliki kualitas yang baik. Gambar 
1.7 menunjukkan bahwa lebih dari 70% SMA/SMK/SMLB telah mam-
pu memenuhi standar nasional pendidikan dan lebih dari 50% SMA/
SMK/SMLB telah memiliki kualitas yang baik yang ditunjukkan oleh 
Akreditasi B.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu unsur utama dalam rangka peningkatan kualitas pen-
didikan menengah adalah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan 

           Sumber: Diolah dari LAKIP Dikmen 2013

Gambar 1.7 Persentase SMA/SMK/SMLB memenuhi SNP dan       
Akreditasi Minimal B
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tenaga kependidikan. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai 
kualifikasi dan kompetensi pendidik di pendidikan menengah ada-
lah tingkat pendidikan. Untuk memiliki kompetensi yang memadai, 
maka pendidik di tingkat pendidikan menengah hendaknya memiliki 
kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma setara sar-
jana (D-4). Gambar 1.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2012, lebih 
dari 90% pendidik di SMA/SMK/SMLB telah memiliki kualifikasi yang 

 Sumber: Diolah dari LAKIP Kemdikbud 2012 dan LAKIP Dikmen 2013

Gambar 1.8 Persentase Pendidik SMA/SMK/SMLB Berkualifikasi 
S-1/D-4 

dibutuhkan.

4. Kesetaraan akses Pendidikan Menengah

Peningkatan layanan pendidikan  ditujukan  pula  untuk memberikan akses 
pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Data BPS menun-
jukan baik laki-laki maupun perempuan mendapat akses pendidikan yang 
sama. Peningkatan akses pendidikan dilakukan dengan memberikan ke-
sempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan seperti ditunjukan 
pada Tabel 1.2.   

Pembangunan pendidikan menengah selama periode 2010-2014 mem-
dorong peningkatan akses dengan menjaga kesetaraan antara laki- laki 
dan perempuan. Selain menunjukan pertumbuhan yang signifikan pada 
jumlah penduduk laki-laki (55,9% pada tahun 2009 menjadi 63,16% pada 
tahun 2013) atau perempuan (54,37% pada tahun 2009 menjadi 63,82% 
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pada tahun 2013) usia 16-18 tahun yang masih bersekolah, kesetaraan di-
tunjukan dengan  rasio  akses  pendidikan antara laki-laki dan perempuan 
yang mencapai 0,99 pada tahun 2013 dari  kondisi 2009 yaitu 1,028.

5. Kepastian/keterjaminan memperoleh layanan  Pendidikan Me-
nengah

Salah satu tugas besar dari pembangunan pendidikan menengah adalah 
menjamin tersedianya akses pendidikan bagi lulusan jenjang pendidikan 
di bawahnya. Berikut pada Gambar 1.9 ditunjukan perbandingan angka 
partisipasi SMP dan SM.

Pembangunan pendidikan  menengah  telah  mendorong peningkatan 
kapasitas pendidikan menengah dalam  menampung lulusan SMP/MTs. 
Kenaikan akses pendidikan menengah dari periode 2004 sebesar 49% 
menjadi 82% (kenaikan mencapai 33%) pada tahun 2013 menunjukan 

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia 16-18 yang Masih 
Bersekolah pada Tahun 2009-2013

Jenis Kelamin Sat 2009 2010 2011 2012 2013

Laki-Laki % 55.90 56.86 58.11 61.24 63.16

Perempuan % 54.37 55.12 57.57 61.61 63.82

Rasio penduduk usia 16-18 yang 
masih bersekolah

1.028 1.032 1.009 1.025 0.990

         Sumber: BPS 2009-2013, diolah

Gambar 1.9. Perbandingan APK SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
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keseriusan pemerintah dalam menjamin akses seluas-luasnya bagi lulusan 
SMP.

6. Tata Kelola Pendidikan Menengah

Tata kelola pendidikan menengah yang baik diperlukan untuk memasti-
kan adanya kesetaraan  dan  kepastian/ keterjaminan  layanan pendidikan 
menengah. Untuk mendukung adanya tata kelola yang baik, setiap satker 
mendapat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Program 
Pendidikan Menengah dalam menjamin terselenggaranya layanan pri-
ma pendidikan menengah. Pengukuran adanya ketersediaan dukungan 
manajemen dan pelaksanaan  tugas  teknis  program pendidikan dapat 

                   Sumber: Diolah dari LAKIP Kemdikbud 2012 dan LAKIP Dikmen 2013

Gambar 1.10 Persentase Satker Mendapat Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Program Pendidikan Menengah

dilihat melalui indikator persentase satker mendapat dukungan manaje-
men dan pelaksanaan  tugas  teknis  Program Pendidikan Menengah. Tar-
get dan capaian indikator tersebut dapat dilihat di Gambar 1.10 berikut.

Tata kelola pendidikan menengah tidak terlepas dari unsur pembiayaan 
pendidikan menengah. Tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan 
menengah di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pe-
merintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Anggaran peme-



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 15

rintah pusat untuk pendidikan menengah dikelola oleh Ditjen Dikmen. 
Anggaran ini termuat dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA). Kemente-
rian Pendidikan dan Kebudayaan membagi penggunaan DIPA menjadi 4 
(empat) pos pengeluaran, yaitu (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal, dan (4) 
Bantuan Sosial (Bansos). Secara  kumulatif  pada tahun 2013, pencapai an 
realisasi anggaran telah mencapai 96,29% atau Rp. 12.175.594.393.000 
dari alokasi anggaran DIPA dalam APBN dan APBN-P sebesar Rp. 

12.644.839.500.000,-. Realisasi anggaran ini lebih tinggi daripada realisasi 
anggaran pada tahun 2012 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.11 ber-
ikut.

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis dibutuhkan untuk menggambarkan berbagai 
isu strategik di luar dunia pendidikan yang patut diperhatikan sebagai ac-
uan dalam pembangunan pendidikan.

a. Trend Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Sumber: Diolah dari LAKIP Kemdikbud 2011 dan 2012 serta LAKIP Dikmen

Gambar 1.11 Realisasi Anggaran Ditjen Dikmen
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McKinsey, sebuah konsultan manajemen terkemuka di dunia, mem-
prediksikan bahwa Indonesia dapat menjadi  kekuatan ekonomi no-
mor 7 di dunia pada tahun 2030 dengan mempertimbangkan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang dan juga dengan mem-
pertimbangkan situasi dan perkembangan ekonomi dunia saat ini. 
Salah satu syarat utama agar Indonesia dapat merealisasikan potensi 
tersebut adalah tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif. In-
donesia harus dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dari 
sebesar 55 juta tenaga terampil di tahun 2012 menjadi 113 juta tena-
ga kerja terampil di tahun 2030. Selain peningkatan dari segi jumlah, 
peningkatan juga diperlukan dari sisi produktivitas tenaga kerja di In-
donesia.

Agar dapat mencapai potensi Indonesia pada tahun 2030, diperlukan 
perkembangan yang signifikan di bidang industri. Akan tetapi, World 
Bank menyatakan bahwa tersedianya tenaga  kerja dapat menjadi 
penghambat perkembangan sektor industri. Survei yang dilakukan 
World Bank  menyebutkan  bahwa  84%  dari pemberi kerja di sektor 
industri mengalami kesulitan untuk menemukan pekerja yang sesuai 
untuk posisi manajerial dan 69% dari pemberi kerja tersebut mengala-
mi kesulitan untuk memuhi kebutuhannya akan tenaga kerja terampil.

b. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Salah satu tujuan pembangunan ke depan adalah meningkatkan daya 
saing Indonesia terhadap negara-negara lain di Dunia. Global Com-
petitiveness Report yang diterbitkan oleh World Economic Forum 
(WEF) menunjukan Global Competitiveness Index (GCI), Indonesia 
mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 
2009-2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013- 2014. Seluruh 
indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini 
Indonesia masuk pada tahapan fase transisi dari negara dengan kat-
egori efficiency driven economy  menjadi negara dengan kategori 
innovation driven yang merupakan kelompok negara-negara maju. 
Sementara capaian Human Development Index (HDI) Indonesia men-
galami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 ne-
gara.

c. Perkembangan Demografi di Indonesia

Trend pertumbuhan penduduk saat ini membuat Indonesia diperkira-
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kan akan mendapat ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbu-
han ekonomi akibat berubahnya struktur  umur penduduk yang ditan-
dai  dengan  menurunnya  rasio ketergantungan (dependency ratio) 
penduduk non-usia  kerja kepada penduduk usia kerja. Pada tahun 
tahun 2028 - 2031 diperkirakan rasio ketergantungan akan mencapai 
titik terendah sebesar 46,9 persen (lihat Gambar 1.12).

Dengan pertumbuhan penduduk usia produktif membuat Indonesia 
mempunyai potensi untuk menyumbang sekitar 38 persen dari total 
penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi 
penduduk usia kerja dapat  membuat Indonesia dapat mengisi kebu-
tuhan tenaga kerja bagi negara- negara yang proporsi penduduk usia 
kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

Namun demikian bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaat-
nya apabila Indonesia dapat dijamin sebagian besar penduduk usia 
kerja produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pek-
erjaan dan keterampilan  kerja penduduk usia kerja akan berdampak 
pada pengangguran dan mendorong terjadinya "bencana demo-
grafi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis 
akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

d.  Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia

Gambar 1.12 Bonus Demografi
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Struktur tenaga kerja Indonesia (usia 15 tahun ke atas) saat ini ter-
diri atas 65,70% dengan latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 
24,51% lulusan pendidikan menengah, dan 9,79% lulusan pendidikan 
tinggi. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan khususnya de-
ngan akan diterapkannya ASEAN Economic Community atau Komu-
nitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, seh-
ingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai 
de ngan kesepakatan ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai 
“pasar terbesar dan basis  produksi”  paling  potensial untuk dikem-
bangkan baik faktor sumber daya alam, demografis, kelas menengah 
yang tumbuh kuat, kebutuhan penguasaan teknologi, menyebabkan 
Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi bahkan tenaga ker-
ja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan 
tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri sehingga hal ini me-
mungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

e. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Generasi muda saat ini dihadapkan pada kondisi sosial yang meng-
khawatirkan. Permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan ba-
nyak pejabat negara (dalam CPI tahun  2013, Indonesia mendudu-
ki posisi peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antar 
umat beragama, penggunaan obat-obat terlarang dan pornografi 
yang meningkat sudah berdampak pada anak-anak kecil, rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan 
hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas 
dalam  berkompetisi, dan banyak kejadian negatif lainnya menjadi 
serangkai an fenomena dan realita yang dihadapi oleh generasi muda 
saat ini.

f. Kondisi Jati Diri Bangsa

Sesuai dengan Visi Pemerintah 2015-2019 yaitu "Membangun In-
donesia yang Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian Berlandaskan 
Gotong Royong" seakan mengingatkan kembali kepada masyarakat 
untuk bersama-sama kembali membangun jati diri bangsa Indonesia. 
Bangsa Indonesia  dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai 
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menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan ber-
gotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam  keseharian  personal  mau-
pun  komunal,  yang  membentuk jati diri bangsa. Namun, perkem-
bangan terkini dari  kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan 
adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa 
Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. 
Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak di-
akui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

2. Permasalahan  dan  Tantangan  Pembangunan  Pendidikan  Me-
nengah Periode 2015-2019

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2014 menunjuk-
kan keberhasilan yang nyata. Namun masih terdapat banyak permasalah-
an penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015- 2019.

a. Permasalahan   Pembangunan   Pendidikan   Menengah   Peri-
ode 2015-2019

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebu-
dayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima ta-
hun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

1) Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan 
menengah yang berkualitas

 Periode pembangunan 2015-2019, pemerintah telah men-
canangkan wajib belajar 12 tahun. Namun demikian sampai den-
gan tahun 2014 capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah 
yaitu sebesar 79,2%. Beberapa permasalahan yang mendasari 
dijabarkan sebagai berikut:

a) Terbatasnya kemampuan masyarakat dengan latar be-
lakang ekonomi lemah untuk  mengakses pendidikan me-
nengah. Kohor rata-rata lama sekolah penduduk usia 16-18 
tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga tahun 2010 
menunjukan hanya kurang dari 50% masyakat miskin dan 
60% masyarakat rentan miskin yang dapat melanjutkan ke 
pendidikan menengah. Perbedaan kemampuan ekonomi 
sangat memempengaruhi kemampuan dalam melanjutkan 
ke pendidikan menengah.

b) Keterbatasan jumlah SMA/SMK. Sampai  saat  ini belum 
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seluruh kecamatan di Indonesia memiliki minimal 1 SMA/
MA/SMK (lihat Gambar 1.13). Kondisi ini menciptakan mun-
culnya  kantung-kantung  putus sekolah di berbagai wilayah 
Indonesia khususnya di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Ter-
tinggal). Keterbatasan kapasitas SMA/SMK. Kapasitas SMA/
MA/SMK saat ini belum memadai untuk dapat menampung 
seluruh lulusan SMP. Rasio lulusan SMP terhadap rombel 
Kelas  1 SM dapat  dilihat pada  Tabel 1.13. 

Berdasarkan analisis rasio jumlah lulusan SMP terhadap 
keter sediaan rombel di Kelas 1 SM saat ini sebagaimana  
digambarkan  pada  tabel,  kapasitas  yang tersedia di pen-
didikan menengah hanya mampu menampung rata-rata 76 
% dari lulusan SMP/MTs. Kondisi ini  semakin  mengkonfir-
masi belum siapnya satuan pendidikan menengah  dalam  
menampung lulusan SMP/MTs. Di tingkat provinsi, sembilan 
(9) provinsi berada pada kondisi yang cukup mengkhawatir-

  Sumber: Dapodikmen, 2013

Gambar 1.13 Proporsi Kecamatan yang tidak Mempunyai Sekolah 
Negeri Tahun 2013 
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Tabel 1.13 Rasio Jumlah Lulusan SMP Terhadap Ketersediaan Jumlah 
Rombongan Belajar (Rombel) Kelas 1 SM

Sumber: Dapodikmen 2013, diolah

kan karena hanya dapat menampung kurang dari 75 % lulu-
san SMP/MTs.

2) Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan 
dunia kerja belum maksimal

Hasil layanan pendidikan SMK  belum seperti yang diharapkan, 
sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan 
SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA 
yaitu 9,10% untuk SMA dan 7,21% untuk SMK pada bulan Feb-
ruari tahun 2014 dan jumlah rata-rata penghasilan yang tidak ter-
lalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan 
belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan 
SMA, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.14. Ketidakse-
larasan antara dunia kerja dengan kualitas lulusan SMK merupa-
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kan salah  satu  faktor  yang  mendorong rendahnya penyerapan 
lulusan SMK pada dunia kerja.

3) Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pendidikan menengah sangat dipengaruhi oleh kualitas 
konten dan proses pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan  
kualitas  konten  dan  proses  pembelajaran, pada tahun 2013 
Kemdikbud memperkenalkan kurikulum baru untuk pendidikan 
menengah yang disebut Kurikulum 2013.   Kurikulum   2013   
diperkenalkan   untuk   merespon berbagai hasil tinjauan atas 
kurikulum sebelumnya dimana terdapat masukan seperti:

a) Terlalu banyak mata pelajaran dan memberatkan siswa;

b) Jam  sekolah  terlalu  singkat  dan  tidak  cukup  waktu bela-
jar;

c) Terlalu menekankan pada menghafal dan kurang dalam pe-
mahaman;

d) Guru kesulitan dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satu-
an Pendidikan (KTSP);

e) Kualitas buku pelajaran yang rendah;

         Sumber: Susenas 2013

Gambar 1.14 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapa-
tan Per BUlan Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Agustus 2013
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f) Daya saing global menuntut siswa memiliki ketrampilan ting-
gi;

g) Meningkatnya   kasus   bullying   dan   perilaku   buruk 
dikalang an remaja

Implementasi Kurikulum 2013 ini diharapkan mampu meningkat-
kan kualitas lulusan sekolah menengah terutama dalam penguku-
ran kemampuan pendidikan pada tingkat internasional misal nya 
nilai matematika pada penilaian menurut PISA. Gambar 1.15 
menunjukkan bahwa kualitas siswa Indonesia masih relatif lebih 
rendah dibanding dengan kualitas siswa di negara tetangga yang 
salah satunya terlihat dari nilai matematika pada PISA 2013.

Terdapat  tiga  faktor  utama  penyebab  rendahnya  kualitas pro-
ses pembelajaran di Indonesia, yaitu:

a) Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan;

Belum sepenuhnya  pemerintah  daerah berkomitmen un-
tuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam 
pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Per-

          Sumber: PISA 2012

Gambar 1.15 Nilai Matematika Siswa Indonesia dan Negara-Negara 
Tetangga pada PISA 2012
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mendikbud Nomor 23 tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap 
kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurang-
nya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. 
Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah 
meng akibatkan daerah belum memiliki acuan dalam me-
menuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.

Sampai dengan tahun 2013 sebanyak  68,7% SD/MI dan 
62,5% SMP/MTs terakreditasi minimal B, menunjukkan bah-
wa kualitas layanan pendidikan dasar masih rendah. Sedang-
kan di sisi lain kualitas layanan pendidikan menengah belum 
merata antara SMA dan SMK. Saat ini sebanyak 73,5% SMA/
MA sudah terakreditasi minimal B sementara  hanya  seban-
yak 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal 
B. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan 
dasar dan menengah adalah terbatasnya pemahaman kewa-
jiban sekolah  untuk  memenuhi Standar Nasional Pendidikan 
(SNP). Disamping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan 
belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu  pen-
didikan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai den-
gan kebutuhan sekolah.

b) Lemahnya pelaksanaan kurikulum

Penerapan kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 
2014 berdampingan dengan masih diterapkannya kuriku-
lum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 
dinilai sebagian pihak sebagi belum cukup dikaji dan belum 
mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara 
demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan 
materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, ke-
pala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu perlu dilakukan 
evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 
2013.

c) Lemahnya sistem penilaian pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terper-
caya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat 
dilihat dengan belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan 
sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat 
lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii)  belum  
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direviunya peran, struktur dan sumber daya pusat penilaian 
pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan 
capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan   kual-
itas  pembelajaran secara berkesinambungan;  serta  (v)  
terba tasnya  kemampuan pendidik dalam memberikan pe-
nilaian formatif.

4) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Refor-
masi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Pendidik adalah salah saktu faktor utama yang mempengaruhi 
kualitas pendidikan di suatu negara. Berdasarkan Undang-Un-
dang nomor 20 tahun 2003, pendidik terdiri dari guru, dosen, 
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilita-
tor, dan  sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam penyeleng-
garaan pendidikan. Sesuai mandat  Peraturan  Pemerintah  No.74 
tahun 2008, semua pendidik di sekolah menengah harus mem-
punyai kualifikasi minimal S1/D4 pada tahun 2015. Kualifikasi ini 
diperlukan agar pendidik mempunyai pengetahuan yang men-
cukup tentang mata pelajaran yang diampu. Akan tetapi, sampai 
pada  tahun  2013,  masih terdapat 9% pendidik SMA dan SMK 
yang memiliki kualifikasi di bawah S1/D4. Tabel 1.4 menunjukkan 
jumlah guru SMA dan SMK yang berkualifikasi S1 dan di bawah 
S1 pada tahun 2013.

Tabel 1.4 Kualifikasi Guru SMA dan SMK Tahun 2013

Guru
Negeri Swasta

Total
<S1 >S1 Jumlah <S1 >S1 Jumlah

SMA 8,340 158,253 166,593 12,320 112,207 124,527 291,120

SMK 8,483 107,183 115,666 25,969 164,012 189,981 305,647

 TOTAL 16, 823        265, 436   282, 259 38, 289   276, 219      314, 508   596, 767

Sumber: Diolah dari Dapodikmen 2013

Akan tetapi, dari segi kompetensi, guru yang berpendidikan S1  
dan  S2/S3  ternyata  mempunyai kompetensi yang tidak terlalu 
jauh berbeda dengan guru yang berpendidikan D3 dan dibawah 
D3. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.16 bahwa tidak ada per-
bedaan signifikan atas rata- rata nilai  Ujian Kompetensi Guru dari 
guru    yang berpendidikan S1 dan S2/S3 dan guru yang berpen-
didikan D3 dan dibawah D3.
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Sebaran guru juga dinilai masih belum merata dimana guru-gu-
ru yang kompeten masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Gambar 
1.17 menunjukkan bahwa guru-guru yang memperoleh nilai UKG 
lebih dari 60 adalah guru-guru di provinsi yang berada di Pulau 
Jawa. Selain mengindikasikan isu penyebaran guru yang kompe-

 Sumber: Bappenas diolah dari data UKG 2012

Gambar 1.17 Proporsi Nilai UKG Guru Per Provinsi

          Sumber: Bappenas

Gambar 1.16 Rata-rata Nilai Ujian Kompetensi Guru
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ten, hal ini  juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan 
antara kompetensi guru yang dinilai dengan menggunakan UKG 
dengan ketersediaan fasilitas pendamping, dimana diasumsikan 
bahwa fasilitas pendamping lebih  mudah diakses oleh guru-guru 
di Pulau Jawa.

Pengangkatan guru PNS juga menjadi salah satu isu utama yai-
tu guru-guru yang berstatus non-PNS  justru memiliki kompe-
tensi yang lebih baik daripada guru-guru yang berstatus PNS. 

 Sumber: Bappenas

Gambar 1.18 Proporsi Nilai UKG Guru Menurut Status Kepegawaian

Hal ini diindikasikan oleh nilai UKG guru PNS yang lebih rendah 
diban dingkan dengan nilai UKG guru yang berstatus non-PNS 
sebagaimana   ditunjukkan di  Gambar 1.18. Isu lain terkait kual-
ifikasi dan kompetensi tenaga pendidik adalah pengaruh pen-
didikan terhadap guru kepada kualitas mutu dan hasil pembe-
lajaran siswa. Dalam rencana strategis Kemdikbud, pendidikan 
guru termasuk pendidikan guru sekolah menengah merupakan 
salah satu sasaran strategis. Akan tetapi, terdapat keraguan bah-
wa peningkatan pendidikan guru berpengaruh secara signifikan 
kepada peningkatan kualitas pendidikan yang diukur oleh hasil 
belajar siswa.

5)  Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa
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Peningkatan kasus-kasus narkotika, perkelahian antarpelajar, 
antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan 
sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa.Demikian pula hal-
nya dengan menurunnya kualitas pembelajaran dalam pendidik-
an dan penggunaan bahasa Indonesia dalam aktifitas kesehar-
ian serta menurunnyakecintaan terhadap produk dalam negeri 
menunjukan semakin lemahnya jati diri  bangsadalam menjun-
jung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral 
dan go tong royong. Keterbukaan  informasi memang memba-
wa banyak kemajuan, namun juga membuka akses yang luas ke 
berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan karakter 
Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan upaya untuk meningkat-
kan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karaktersiswa 
dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan 
lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun-
berbagai permasalahan masih dihadapi antara lain: (i) adanya 
kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) 
menurunnya kualitas   penggunaan   bahasa   Indonesia   dan   rasa   
cinta terhadap produk dalam negeri;(iii) rendahnya kesadaran 
akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan  lokal 
serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan;

(iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja  (etos  kerja) ser-
ta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang 
da pat memicu terjadinya konflik sosial;dan  (v) menguatnya nilai-
nilai priomordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengan-
cam disintegrasi bangsa.

6) Tata Kelola Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan kewenangan bersama antara 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupa-
ten/kota sesuai dengan  Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan 
Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007. Pembagian kewenang-
an pendidikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.19. Akan 
tetapi, Undang-undang dan peraturan tersebut tidak menyebut 
secara tegas (eksplisit) perihal hak dan tanggung jawab yang 
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Sumber: Dibuat ulang oleh Bappenas dari “Spending More or Spending Better, World Bank 

Gambar 1.19 Pembagian  Kewenangan  Pendidikan 

konkret antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kecuali 
untuk jenjang pendidikan tinggi. Undang-undang dan peraturan 
tersebut hanya menyebut pembagian tanggung jawab (shared 
responsibilities) terkait  pelayanan  pendidikan  untuk penduduk 
usia sekolah. Pemerintah provinsi masih memiliki peran yang san-
gat terbatas dalam pengembangan sekolah terutama pendidikan 
dasar dan menengah, baik dari sisi sarana dan prasarana mau-
pun tenaga pendidik. Hal ini diperburuk oleh adanya kompleksi-
tas pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ketidakjelasan we-
wenang dan kompleksitas ini dapat mempengaruhi  pembiayaan 
pendidikan dan realisasi anggaran.

Isu mengenai pembiayaan juga mencakup efisiensi dari penggu-
naan anggaran. Secara umum, anggaran pendidikan setiap ta-
hunnya mengalami peningkatan. Belanja pemerintah untuk pen-
didikan meningkat hampir 3 kali sejak tahun 2001 sebagaimana 
terlihat dari Gambar 1.20. Akan tetapi, peningkatan  anggaran  
diindikasikan  hanya  berdampak sedikit dalam peningkatan kual-
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itas pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah adanya inefisien-
si dalam pembiayaan pendidikan yang mencakup hal-hal seperti 
misalnya pengelolaan dan penyebaran guru yang kurang  efektif, 
program sertifikasi guru yang tidak efektif, dan kelemahan sistem 
pembiayaan program-program besar seperti BOS. Mengingat 
kebutuhan anggaran yang semakin meningkat, adanya inefisien-
si ini dapat menyebabkan anggaran yang ada tidak mencukupi 
sesu ai yang terlihat di Gambar 1.21.

7) Belum optimalnya tata kelola organisasi Kemendikbud

Akuntabilitas pengelolaan keuangan peningkatan kinerja instansi 
tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kemen-
terian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendik-
bud tetap Wajar Tanpa Pengecualian. Demikian pula dengan 
akuntabilitas pengelolaan kinerja Kementerian/Lembaga dengan 
kategori  B  (baik)  memberi celah kepada kementerian untuk te-
rus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan 
program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemendik-
bud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima 
kepada masyarakat, merupakan wilayah bebas korupsi dan trans-

                Sumber: Diolah oleh Bappenas

Gambar 1.20 Anggaran Pendidikan di Indonesia
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paran kepada publik.

b. Tantangan Pembangunan Pendidikan Menengah Periode 2015- 
2019

Semua masalah yang diuraikan di atas adalah tantangan untuk diatasi. 
Berbagai masalah di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantang-
an, sebagai langkah-langkah atau upaya  yang akan atau seharusnya 
dilaksanakan.

1) Pelaksanaan   wajib  belajar  pendidikan  12  tahun   yang berku-
alitas

a) Peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, 
dengan cara: menyediakan  akses pendidikan menengah di 
seluruh  kecamatan; menyediakan bantuan biaya pendidik-
an kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) serta pemberian Kartu Indonesia 

   Sumber: Diolah oleh Bappenas

Gambar 1.21 Perkiraan Anggaran Pendidikan Indonesia
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Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; menyediakan 
afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan 
khusus; menyadarkan masyarakat mengenai  pentinya  pen-
didikan   menengah; meningkatkan peran masyarakat/swasta 
dalam menyediakan layanan pendidikan menengah.

b) Relevansi pendidikan kejuruan belum sesuai dengan kebu-
tuhan dunia kerjadengan cara: menyelaraskan ketersediaan 
bidang studi SMK dengan kebutuhan dunia kerja; mengem-
bangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia 
kerja/sesuai dengan KKNI.

2) Peningkatan kualitas pembelajaran

c) Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dengan 
cara: mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan 
menengah; meningkatkan kapasitas daerah dalam  mene-
rapkan  SPM;  memperkuat  fungsi penjaminan mutu pen-
didikan di tingkat pusat dan daerah.

d) Penguatan Kurikulum dan Pelaksanaannya, dengan cara:     
mengawasi  dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara 
ketat, komprehensif, dan kontinyu; mengembangkan kom-
petensi guru mengenai praktik- praktik yang baik pembela-
jaran di sekolah; memperkuat kerjasama antara pemerintah, 
guru, kepala sekolah, pengawas dan masyarakat dalam men-
gawal penerapan kurikulum.

e) Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan,dengan cara: 
mening katkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan 
di sekolah;  memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional 
dan pemanfaat hasil ujian untuk pemantauan dan pengen-
dalian mutu pendidikan; memperkuat lembaga penilaian 
pendidikan yang independen dan kredibel.

3) Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan refor-
masi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

a) Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih 
baik, dengan cara: meningkatkan kapasitas daerah dalam 
mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu 
guru secara efektif dan efisien; mengawasi proses proses 
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pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan 
kebutuhan wilayah; meningkatkan koordinasi penyeleng-
garaan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan 
guru di daerah.

b) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih har-
us ditingkatkan, dengan cara: meningkatkan kualifikasi guru; 
memperkuat sistem uji kompetensi guru dan  mengitegrasi-
kan dengan  sistem sertifikasi guru; menerapkan sistem pe-
nilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berk-
esinambungan; meningkatkan kompetensi guru secaran 
berkelanjutan.

c) Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berku-
alitas  dengan  cara:  meningkatkan  kualitas  dan kapasitas   
sumber   daya   LPTK;   memperkuat   sistem rekrutmen calon 
guru.

4) Penguatan karakter siswa dan jati diri bangsa

Tantangannya adalah bagaimana pemahaman terhadap seja-
rah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk 
memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkat-
kan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingn-
ya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersi-
fat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang 
positif dan produktif. Relevan dengan semua ini adalah apa yang 
disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Ke-
budayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan 
kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dankebanggaan 
nasional, memperkukuh persatuan bangsa, meningkatkan pema-
haman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan 
dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengopti-
malkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wa-
dah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan 
masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan 
pembinaan pengunaan bahasa indonesia yang baik dan benar; 
meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan 
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berbagai media komunikasi dan informasi.

5) Optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang belum 
efek tif dan efisien.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meninjau kembali 
berbagai aturan penggunaan dana transfer APBN untuk mendo-
rong peningkatan mutu pendidikan; mengawasi dan mengevalu-
asi penggunaan anggaran pendidikan oleh daerah.

6) Memperbaiki Tata kelola organisasi Kemendikbud

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas 
pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan 
dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; 
memperkuat manajemen aparatur sipil negara.1
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BAB II.

VISI, MISI, 
DAN TUJUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN  
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A. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBU-
DAYAAN

1. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 
2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan  Insan In-
donesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna in-
san Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas 
spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas 
kinestetis. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap yang dimak-
sud dengan insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 2.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas Makna Insan Indonesia Kom-
petitif

Cerdas spiritual • Beraktualisasi diri melalui olah hati/
kalbu untuk menumbuhkan dan  mem-
perkuat keimanan, ketakwaan dan 
akhlak mulia termasuk budi pekerti 
luhur dan kepribadian unggul.

• Berkepribadian unggul dan 
gandrung akan keunggulan

• Bersemangat juang tinggi

• Jujur

• Mandiri

• Pantang menyerah

• Pembangunan dan pembinaan 
jejaring

• Bersahabat dengan perubahan

• Inovatif dan menjadi agen 
perubahan

• Produktif

• Sadar mutu

• Berorientasi global

• Pembelajaran sepanjang hayat

• Menjadi rahmat bagi semesta 
alam

Cerdas emosional 
dan sosial

• Beraktualisasi diri melalui olah rasa 
untuk meningkatkan sensitivitas dan 
apresiativitas akan kehalusan dan 
keindahan seni, nilai-nilai budaya, 
serta kompetensi untuk mengeks-
presikannya.

• Beraktualisasi diri melalui inter-
aksi sosial yang (a) membina dan 
memupuk hubungan timbal balik; (b) 
demokratis; (c) empatik dan simpa-
tik; (d) menjunjung tinggi hak asasi 
manusia; (e) ceria dan percaya diri; 
(d) menghargai kebhinekaan dalam 
bermasyarakat dan bernegara; (e) 
berwawasan kebangsaan dengan 
kesadaran akan hak dan kewajiban 
warga negara.

Cerdas intelektual • Beraktualisasi diri melalui olah pikir 
untuk memperoleh kompetensi dan 
kemandirian dalam ilmu pengeta-
huan 

• Aktualisasi insan intelektual yang 
kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. 

Cerdas kinestetis • Beraktualisasi diri melalui olah raga 
untuk mewujudkan insan yang 
sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, 
terampil, & trengginas.

• Aktualisasi insan adiraga. 

  

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, 
perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan  melalui proses pem-
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belajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat 
berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses 
pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, bu-
daya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dina-
mis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.Selain itu, cita-cita dalam 
pembangun an pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transforma-
tif, yaitu menjadikan pendidikan  sebagai  motor penggerak perubahan dari 
masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat 
maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu 
perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang 
menuju masyarakat  maju  dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi 
kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawa Cita, memperhatikan Visi 2025, serta integra-
si pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka ditetapkan Visi Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah:

Visi Kemendikbud 2019:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan

yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat di-
maknai sebagai terwujudnya dengan baik apa yang disebut sebagai tujuh ele-
men ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan 
arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah:

1. Sekolah yang kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat sekolah 
yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi 
hubung an saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya.
Sekolah yang kondusif menjadinya sebagai tempat yang menyenangkan 
bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pen-
didik, orang tua siswa dan pelaku lainnya.Ketersediaan sarana dan  prasa-
rana pendidikan  yang  memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor 
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pendukung lain yang penting adalah Kepala Sekolah yang memim pin 
para pelaku menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang 
mumpuni yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepriba-
dian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau 
peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Sensitif terha-
dap kebutuhan siswa sertamampu memberikan semangat kepada siswa 
untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar 
mengajar.

3. Orangtua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak- anaknya 
dan terus berlanjut meskipun mereka sudah masuk sekolah. Keluarga se-
bagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti: memben-
tuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah dan men-
dukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung 
jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik bagi seluruh anak 
Indonesia.Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan 
pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan 
anaknya, serta memberi masukan kepada sekolah. Orang tua yang terli-
bat aktif dalam penyelanggaraan pendidikan di sekolah akan menjadikan 
pendidikan menjadi lebih efektif.

4. Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian 
masyarakat. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya Pe-
merintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat  itu dapat berupa menye-
lenggaraan satuan pendidikan sendiri atau mendukung satuan pendidikan 
milik Pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan 
sendiri harus berupaya sebaik- baiknya dan tetap mematuhi semua pe-
doman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan 
partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa 
memiliki peran serta dalam pembahasan masalah pendidikan baik akade-
mis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan 
dalam Rencana Pengembangan Sekolah.
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4. Industri yang berperan penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa 
kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. 
Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai Un-
dang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut 
dapat menjadi  pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 
Selain dukungan finansial, peran industri yang penting adalah dalam me-
mecahkan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. 
Dunia industri bisa berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, be-
lajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama 
sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling 
membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bah-
wa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang 
mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun 
program pendidikan bersama.

5. Organisasi profesi yang berkontribusi besar

Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam penyeleng-
garaan pendidikan. Organisasi  profesi  dapat  memberi masukan bahkan 
menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharus nya 
bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur 
komunikasi dan aspirasi.  Interaksi  yang  baik akan menguntungkan kedua 
belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang 
pendidikan.

6. Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV  (empat)  tahun 2002 yai-
tu tentang pendidikan maka bentuk dukungan pemerintah diantaranya 
telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus untuk dukungan 
pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang ber-
bunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurang-
nya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kuali-
tas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, ter-
utama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pem-
berian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidi-
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kan serta pemberian beasiswa miskin  melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pen-
didikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga 
harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang 
profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, 
serta  mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi,  kabu-
paten  dan  kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu 
sebelumnya. Sebagian cukup besar penggunaan dana pendidikan dari 
APBN berada dibawah kontrol Pemerintah  Daerah.  Pemanfaatan dana 
pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin 
terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan alokasi dana Pemerintah 
dihubungkan dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat di-
maknai sebagai:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman 
budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk mem-
bangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi,  dan menjaga 
kesa tuan dalam keanekaragaman;

2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di  kalangan  anak-anak  usia sekolah 
yang diindikasikan oleh  menguatnya  nilai-nilai  nasionalisme dan rasa 
cinta tanah air;

3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset,  budaya  inovasi,  budaya produk-
si serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi;

4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) 
maupun tak benda (intangible);

5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh 
dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;

6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya bu-
daya, yang mendorongblahirnya insan kebudayaan yang profesional 
yang lebih banyak;

7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut:
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Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong 
ro yong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar 
kuat dalam  kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan 
pendidik an dan kebudayaan berarti banyak hal  yang dilakukan secara ber-
sama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, dan keinginan saling tolong 
menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan 
pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan 
antara lain oleh keterlibatan  aktif masyarakat dan kepercayaan yang tinggi 
terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

2. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, maka ditetapkan 5 (lima) Misi yang 
merupakan rumusan umum dari upaya-upaya pencapaiannya. Misi tersebut 
adalah:

Tabel 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Misi

M1 Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaanyang Kuat

M2 Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata

M3 Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu

M4 Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan 
Bahasa

M5 Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efek-
tivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah 
mengu atkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi 
pendidikan dalam ekosistem  pendidikan;  memberdayakan pelaku bu-
daya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus ke-
bijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepriba-
dian;

2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah mengoptimalkan ca-
paian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjang-
kauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggir-
kan, serta bagi wilayahterdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu 
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pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta fokus kebi-
jakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi 
persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan 
praktik baik dan inovasi;

4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan  bahasa ada-
lah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pele-
starian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan 
kembali karakter bangsa Indonesia yaitu saling menghargai keragaman, 
toleransi, etika, moral dan gotong royong melalui penerapan budaya 
dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi 
pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada 
produk-produk dalam negeri; serta d) melestarikan, mengembangkan 
dan memanfaatkan warisan budaya termasuk di antaranya budaya mari-
tim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokra-
si dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan pub-
lik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset 
dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada 
pendidik an di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lin-
tas sektor di tingkat nasional serta  mewujudkan  birokrasi Kemendikbud 
yang menjadi teladan dalam tata kelola yang  bersih, efektif dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Pene-
rapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan yangmencakup tujuh 
jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri 
dan berkepribadian;

2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kea-
rifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis 
daerah serta bakat dan potensi anak;

3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk me-
numbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;

4. Memberi kepercayaan besarkepada kepala sekolah dan guru untuk 
menge lola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman 
belajar;

5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembe-
lajaran dan tumbuh kembang anak;
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6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga 
sekolah;

7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pen-
dampingan dan pengawasan yang efektif.

Sejalan dengan semangat integrasi antara unit kerja di dalam Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Ke-
budayaan merupakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah dan Direktorat Pembinaan SMA. Selanjutnya dijabarkan dalam tu-
juan strategis sebagai tindak lanjut penetapan tujuan strategis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMDIKBUD

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan 
ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Ke-
mendikbud tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan Strategis Kemendikbud tahun 2015-2019

Kode Tujuan Strategis

T1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

T2 Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu

T3 Peningkatan  Kepastian  Akses  Pendidikan Menengah 
yang  Bermutu  dan Relevan dengan Kebutuhan Masyar-
akat

T4 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat

T5 Peningkatan  Mutu  Pembelajaran  Pendidikan  Dasar  dan  
Menengah  yang Berorientasi pada Pembentukan Karak-
ter

T6 Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, Serta 
Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

T7 Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan 
Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai 
Pengantar Pendidikan
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Kode Tujuan Strategis

T8 Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan 
Akuntabel dengan Melibatkan Publik

C. VISI DAN MISI DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Menyikapi tujuan dan makna yang terkandung dalam visi dan misi Kemendik-
bud serta sasaran strategis dalam pembangunan pendidikan SMA, maka 
Direktorat Pembinaan SMA bertekad untuk menjadi lembaga kebijakan dan 
standardisasi teknis dibidang pendidikan SMA yang berkualitas, memiliki 
kapabilitas, serta otorisasi untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mewu-
judkan layanan prima pendidikan SMA yang terpercaya di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Direktorat Pembinaan SMA menetapkan visi pen-
didikan SMA, yaitu:

Visi Direktorat Pembinaan SMA 2019:

“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMA yang Berkar-
akter dengan Berlandaskan Gotong Royong untuk Mewujudkan 

Layanan Prima Pendidikan SMA”

Pencapaian  visi  di  atas  diwujudkan  dengan  menetapkan  misi  pendidikan 
SMA dan kesetaraan SMA tahun 2015-2019, yaitu:

M1 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang Kuat; 

M2 : Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Atas yang Meluas, Merata dan 
Berkeadilan;

M3 : Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan Berkarakter pada Sekolah 
Menengah Atas;

M4 :  Mewujudkan  Penguatan  Tata  Kelola  serta  Peningkatan  Efektivitas 
Birokrasi dan Pelibatan Publik pada Sekolah Menengah Atas

Sebagai sub sistem  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Direktorat 
Pembinaan SMA diprioritaskan dalam mendukung pencapaian tujuan strate-
gis:

1. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan 
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Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T3) dengan sasaran strategis:

Tabel 2.4 Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang 
Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T3)

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
(IKSS)

SS3.1 Meningkatnya angka partisipasi 
penduduk usia 16-18 tahun yang 
berpartisipasi mengikuti pendidikan 
menengah (SMA/SMK/SMLB)

APK SMA/SMK/SMLB sekurang- 
kurangnya 85,71 %

APM SMA/SMK/SMLB sekurang- 
kurangnya 67,50%

SS3.2 Meningkatnya rasio partisipasi perem-
puan dan laki-laki pada pendidikan 
SMA

Rasio APK perempuan : laki-laki di 
SMA/ sebesar 1

SS3.3 Meningkatnya ketersediaan sekolah 
menengah disetiap kecamatan pada 
tahun 2019

Seluruh kecamatan (100%) memiliki 
minimal satu sekolah menengah pada 
tahun 2019

SS3.4 Meningkatnya penerima Kartu Indo-
nesia Pintar (KIP) bagi siswa miskin 
pendidikan menengah

KIP diterima oleh sekurang- kurangnya 
3.858.211 siswa miskin jenjang SMA, 
SMK dan SMLB

2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan  Menengah yang 
Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T5) dengan sasaran strategis:

Tabel 2.5 Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Me-
nengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T5)

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
(IKSS)

SS5.2 Meningkatnya mutu lulusan 
pendidikan menengah

Rata-rata Nilai UN SMA minimal 7,0

Persentase SMA yang memenuhi SPM 
sebanyak 75%

SS5.3 Meningkatnya karakter/
perilaku positif pada siswa 
pendidikan dasar dan me-
nengah

Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja 
siswa SMA minimal baik

SS5.5 Meningkatnya mutu layanan 
pendidikan menengah

Persentase SMA berakreditasi minimal B 
sekurang-kurangnya 85%

3.  Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan 
Melibatkan Publik (T8) dengan sasaran strategis:
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Tabel 2.6 Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akun-
tabel dengan Melibatkan Publik (T8)

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
(IKSS)

SS8.3 Meningkatnya partisipasi daerah 
dalam meningkatkan layanan 
pendidikan menengah

Sejumlah minimal 90% kab/kota 
memiliki Indeks pencapaian SPM 
pendidikan menengah sebesar 1

Dalam mencapai tujuan strategis di atas Direktorat Pembinaan SMA menetap-
kan enam sasaran strategis berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan SMA

2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA

3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan SMA

4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan SMA

5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan 
SMA

6. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendataan 
dan tata kelola pendidikan SMA.

Berikut dijabarkan target capaian setiap sasaran strategis di atas:

1. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan SMA dengan dicirikan 
dengan:

a. APK SMA/SMK/SMLB (%) sebesar 82.18%

b. 100% kecamatan yang memiliki Minimal 1 SMA

c. Tersedianya PTK di SM pada 65% daerah khusus

2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA  dicirikan den-
gan:

a. Angka Putus Sekolah SMA maksimal 0,80%

b. Seluruh siswa jenjang pendidikan SMA miskin dan rentan miskin me-
nerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar

3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan  pendidikan menen-
gah dicirikan dengan:

a. 85% SMA memenuhi akreditasi minimal B
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b. 100% kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) SMA rujukan/
model

c. Rata-rata nilai sikap siswa SMA minimal baik (pendidikan karakter)

d. Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional 
tingkat pendidikan menengah

4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan SMA 
dicirikan dengan rasio APK perempuan:laki-laki di SMA sama dengan satu

5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan 
SMA dicirikan dengan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA minimal 
88%.

6. Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabiltas  tata kelo-
la pendidikan SMA dicirikan dengan:

a. 95% Data pendidikan SMA akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

b. Mendukung  nilai  minimal  LAKIP  Ditjen  Dikdasmen  sebesar  80 
(baik)

D. TATA NILAI

Sejalan dengan Renstra Kemendikbud 2015-2019 berikut tata nilai Direktorat 
Pembinaan SMA :

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keya-
kinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan.
Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap 
setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau 
yang dituntut dari pekerjaan. Melakukan sesuatu tanpa menunggu perin-
tah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 
hasil pekerjaan, menciptakan peluang baru atau untuk menghindari tim-
bulnya masalah.
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4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu  menambah dan memperluas 
wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hik-
mah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju 
berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan 
agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memilki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan un-
tuk memperoleh  keuntungan  pribadi  Memberikan dorongan dan se-
mangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama 
serta memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain 
tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN 
KERANGKA KELEMBAGAAN
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A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEN-
DIDIKAN NASIONAL

Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional merujuk kepada sembilan agen-
da prioritas (Nawa Cita). Sebelum menguraikan mengenai hal itu, ada baiknya 
dikemukakan kembali Nawa Cita yang menjadi acuannya, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pe-
merintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- dae-
rah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya  saing  di  pasar Internasio-
nal sehingga bangsa Indonesia bisa  maju  dan  bangkit bersama bang-
sa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas yang terkait  langsung  dengan  pembangunan pendidikan 
SMA, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan 
SMA, tertuang dalam Nawa Cita nomor 5, 8, dan 2.  Khusus agenda pem-
bangunan pendidikan dibahas dalam nawa cita nomor 5, dan 8; sedangkan 
penguatan efektivitas reformasi birokrasi dan tata kelola terdapat dalam Nawa 
Cita nomor 2.

Berikut dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai den-
gan agenda Nawa Cita (sesuai dengan isi Rencana Pembangunan Jangka 
Meneng ah (RPJMN) 2015-2019) yang terkait langsung dengan tugas  dan 
fungsi Direktorat Pembinaan SMA.
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NAWACITA 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat In-
donesia

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan mening-
katkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat ket-
ersediaan SDM terdidik untuk  memenuhi kebutuhan pasar kerja:

a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk 
dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan SMA 
melalui Kartu Indonesia Pintar;

b. Peningkatan ketersediaan SMA  di  kecamatan-kecamatan  yang be-
lum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan 
USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-
SMA/MA satu atap;

c. Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk 
memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan regu-
ler;

d. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemam-
puan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang 
berkualitas;

e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang  pentingnya pendidik-
an menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan 
anak ke jenjang yang lebih tinggi.

f. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan 
menengah yang berkualitas

g. Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif 
yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.

h. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madra-
sah baru.

i. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur se-
cara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah 
swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggu-
naan bantuan pemerintah ; dan

j. Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA  untuk  bidang aplikatif 
seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indone-
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sia dan bahasa asing;

2. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan 
melalui:

a. Pemantapan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai 
upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidi-
kan antar satuan pendidikan dan antardaerah;

b. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan 
swasta;

c. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pen-
didikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

3. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:

a. Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan  abad ke 21;

b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal 
sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;

c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum  secara baik;

d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan 
berkelanjutan;

e. Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk ber-
partisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kuriku-
lum di tingkat kelas;

f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas se-
kolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;

g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang  praktek pembelajaran 
di kelas untuk guru dan kepala sekolah;

h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk memba-
ngun jaringan pertukaran materi pembela-jaran dan penilaian antar 
guru;

i. Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains 
sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan kese-
harian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif 
gender; dan
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j. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri  seperti  perilaku hidup 
bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan repro-
duksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan 
tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indo-
nesia, serta penguatan kurikulum  tentang kewirausahaan.

4. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredi-
bel melalui:

a. Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;

b. Peningkatan mutu, validitas,  dan  kredibilitas  penilaian  hasil belajar 
siswa;

c. Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi 
guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;

d. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembe-
lajaran secara berkesinambungan;

e. Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu 
pendidikan berkelanjutan;

f. Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan 
kredibel; serta Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pen-
didikan di pusat dan daerah.

NAWACITA 8. Melakukan revolusi karakter bangsa

1. Mengembangkan pendidikan kewargaan  di sekolah untuk menumbuh-
kan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan 
penghargaan    pada keragaman social budaya, memperkuat  pemaham-
an  mengenai  hak-hak  sipil  dan  kewargaan, serta tanggung jawab se-
bagai warga negara yang baik (good citizen), melalui:

a. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata 
pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/
antropologi), bahasa Indonesia;

b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada 
semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, 
akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidi-
kan karak ter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran,
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2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat 
pemahaman  dan pengamalan  untuk membina akhlak mulia dan budi 
pekerti luhur melalui:

a. peningkatan kualitas proses pembelajaran  dalam  pendidikan aga-
ma untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan 
internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak 
mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toler-
an dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;  

b. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka penda-
laman dan  pengamalan ajaran agama di sekolah;

c. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berke-
butuhan khusus.

3. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, melalui:

a. Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (exces-
sive consumption) tidak baik;

b. Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang  dan jasa 
yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun 
melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi de-
ngan sebutan populer Do It Yourself  (DIY).

4. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui:

a. Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain de-
ngan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghar-
gaan sosial lainnya;

b. Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari setiap ke-
jadian (randomness nature of event) agar  terbangun kemampuan 
mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek 
negatifnya (calculated risk) yang pada akhirnya meningkatkan daya 
kreasi.

c. Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang mem-
fasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain ke dalam bentuk barang, 
audio, visual, grafis, dan koreografi.



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 59

NAWA CITA 2: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efe-
ktif, Demokratis dan Terpercaya

1. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan

a. Penyempurnaan  sistem  manajemen  dan  pelaporan  kinerja instansi 
pemerintah secara terintegrasi,  kredibel,  dan  dapat diakses publik

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses peme-
rintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, 
dan terintegrasi

c. Penerapan open  government  merupakan  upaya  untuk mendukung 
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipa-
tif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta penga-
wasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

2. Penyempurnan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional 
(RBN).

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, 
dan sinergis;

b. Penguatan  kapasitas  pengelolaan  reformasi  birokrasi  nasional;

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara  (ASN)  yang trans paran, 
kompetitif,  dan  berbasis  merit  Peningkatan kualitas pelayanan pub-
lik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (i) memastikan  imple-
mentasi  UU  25/2009  tentang Pelayanan Publik secara konsisten;   
(ii) mendorong inovasi pelayanan publik; (iii) peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam  pelayanan  publik; dan (iv) penguatan  kapasitas  
dan  efektivitas  pengawasan pelayanan publik.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan 
Publik Kemendikbud

a. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik;

b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan 
memanfaatkannya.
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B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DIREK-
TORAT PEMBINAAN SMA

Secara kuantitas, jumlah SMA semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ber-
dasarkan Data Pokok Pendidikan SMA yang  telah  diolah,  jumlah  SMA pada 
Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebanyak 12.689 SMA di seluruh Indone-
sia. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 176 SMA dibandingkan dari Tahun 
Pelajaran 2014/2015 sebanyak 12.513 SMA. Berikut ini adalah ilustrasi menge-
nai perkembangan jumlah lembaga SMA selama 3 tahun terakhir.

Sumber: PDSPK, Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015 yang telah diolah

Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah SMA Tahun 2013-2016

Penambahan jumlah SMA tidak seluruhnya didorong oleh intervensi Pemerin-
tah Pusat (dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA), Pemerintah Daerah dan 
masyarakat juga memberikan kontribusi dalam  pembangunan SMA baru. Hal 
tersebut dapat dilihat dari penambahan jumlah SMA pada tahun 2014/2015 
dan 2015/2016 sebanyak 176 SMA. Jumlah peningkatan lembaga SMA terse-
but lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan Unit Sekolah Baru yang 
disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA pada periode tersebut, yakni se-
banyak 101 SMA. Jumlah tersebut merupakan hasilpenambahan bantuan USB 
yang disalurkan Tahun Anggaran 2014 sebesar 31 Unit dan tahun Anggaran 
2015 sebanyak 70 Unit. Fakta tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Daer-
ah dan masyarakat juga membarikan kontribusi dalam pembangunan akses 
layanan SMA.

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah siswa SMA dalam 3 tahun ter akhir. 
Pada Tahun Pelajaran 2015/2016, total jumlah siswa SMA adalah sebesar 
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4.312.407 siswa. Terjadi peningkatan sebanyak 20.199 siswa SMA diban-
dingkan dengan total jumlah siswa SMA Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 
4.292.288 siswa. Berikut ini adalah ilustrasi  mengenai perkembangan jumlah 
siswa SMA dalam 3 tahun terakhir.

Sumber:  PDSPK, Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015 yang telah diolah

Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Siswa SMA Tahun  2013-2016

Gambar diatas menunjukan terjadi fluktuasi dalam perkembangan siswa pada 
pendidikan SMA. Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 terjadi penurunan jumlah 
siswa SMA sebesar 59.716 siswa dari tahun sebelumnya. Kemudian, jumlah 
tersebut kembali meningkat sebanyak 79.835 siswa pada

Tahun Pelajaran 2015/2016. Penurunan jumlah siswa SMA tersebut terjadi 
pada sekolah swasta, yakni sebanyak 409.784 siswa.

Fluktuasi yang terjadi selama 3 tahun terakhir pada perkembangan jumlah 
siswa juga terjadi pada ketersediaan Ruang Kelas. Terjadi penurunan jumlah 
Ruang Kelas pada Tahun Pelajaran 2014/2015 sebanyak  10.077 ruang. Kemu-
dian jumlah kepemilikan Ruang Kelas kembali meningkat sebanyak 6.325 
ruang pada Tahun Pelajaran 2015/2016. Selain terjadi penurunan, kepemilikan 
Ruang Kelas yang ada belum  dapat  menampung siswa yang ada. Berdasar-
kan Data Pokok Pendidikan SMA pada Tahun Pelajaran 2015/2016, tercatat 
jumlah Ruang Kelas yang tersedia sebanyak 146.893 ruang sedangkan jumlah 
Rombongan Belajar yang ada sebanyak 146.893. Berikut ini adalah ilustrasi 
mengenai kepemilikan Ruang Kelas dan Rombongan Belajar yang ada.



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-201962

Peningkatan akses layanan pendidikan perlu diikuti  dengan peningkatan kual-
itas mutu pendidikan. Kondisi pendidikan di setiap daerah juga cukup bera-
gam sehingga diperlukan intervensi yang berbeda antar daerah. Berikut ini 
adalah ilustrasi mengenai fokus program Direktorat Pembinaan SMA 2015-

Sumber:  PDSPK, Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015 yang telah diolah

Gambar 3.3.  Perkembangan Ruang Kelas dan Rombongan Belajar 
2013-2016

Gambar 3.4.  Fokus Program Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019

2019.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun 
arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan pencapaian sasaran strate-
gis Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015-2019 sebagai berikut:
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1. Meningkatnya ketersediaan layanan   pendidikan  SMA  dicirikan dengan:

a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan men-
ingkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mem-
percepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan 
pasar kerja (Nawacita.5):

1) Peningkatan ketersediaan SMA di kecamatan-kecamatan yang 
belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pemban-
gunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan 
SMP/MTs-SMA/MA satu atap.

2. Meningkatkan  keterjangkauan  layanan  pendidikan  SMA  dicirikan den-
gan:

a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan 
mening katkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mem-
percepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan 
pasar kerja (Nawacita.5):

1) Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu un-
tuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan 
menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;

2)  Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin ke-
mampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan 
yang berkualitas;

3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan SMA diciri-
kan dengan:

a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan 
mening katkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mem-
percepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan 
pasar kerja (Nawacita.5), melalui:

1) Penguatan peran swasta  dalam  menyediakan layanan pendidik-
an SMA yang berkualitas

2) Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehen-
sif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.

3) Penguatan kompetensi keahlian di SMA untuk bidang-bidang 
aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi,  dan  bahasa, baik 
bahasa Indonesia dan bahasa asing;
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b. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidi-
kan (Nawacita 5) melalui:

4)  Penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya 
untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidik-
an antar satuan pendidikan dan antardaerah;

5)  Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan 
swasta;

c.  Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya (Nawacita 5) melalui:

1) Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 
21;

2) Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara mak-
simal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;

3) Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara 
baik;

4)  Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan 
berkelanjutan;

5) Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk 
berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan 
kurikulum di tingkat kelas;

6) Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas 
sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;

7) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembela-
jaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;

8) Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk mem-
bangun jaringan pertukaran materi pembela-jaran dan penilaian 
antar guru;

9) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains 
sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan 
keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara res-
ponsif gender; dan

10) Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku 
hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kese-
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hatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan 
jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang di-
anut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang 
kewirausahaan.

d. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif  dan 
kredibel (Nawacita.5) melalui:

1) Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;

2) Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil bela-
jar siswa;

3) Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompe-
tensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;

4) Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran secara berkesinambungan;

5)  Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan 
mutu pendidikan berkelanjutan;

6) Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang  independen dan 
kredibel; serta Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian 
pendidikan di pusat dan daerah.

e. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah (Nawacita 8) un-
tuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, 
menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial budaya, mem-
perkuat pemahaman  mengenai  hak-hak  sipil dan kewargaan, ser-
ta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), 
melalui:

1)  Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam 
mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, 
sosiologi/antropologi), Bahasa Indonesia;

2) Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada 
semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, 
akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pen-
didikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran,

3) Peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan 
aga ma untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, men-
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guatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi 
yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku 
beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pe-
meluk agama yang berbeda;  ;

4) pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka 
pendalaman dan  pengamalan ajaran agama di sekolah;

5) penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak 
berkebutuhan khusus.

f. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi (Nawacita 8), me-
lalui:

1) Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang berlebihan (ex-
cessive consumption) tidak baik;

2) Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan 
jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan 
maupun melalui pemasyarakatan sehingga terbangun budaya 
swadesi dengan sebutan populer Do It Yourself  (DIY).

g. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi novasi (Nawacita 8) melalui:

1) Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara lain 
dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai peng-
hargaan sosial lainnya;

2) Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari seti-
ap kejadian (randomness nature of event) agar terbangun ke-
mampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga 
termasuk efek negatifnya (calculated risk) yang pada akhirnya 
mening katkan daya kreasi.

3) Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas  dan yang 
memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara  lain  ke dalam bentuk 
barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.

4. Meningkatkan  kesetaraan  dalam  memperoleh  layanan  pendidikan 
SMA dicirikan dengan:

Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan me-
ningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk memperce-
pat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja 



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 67

(Nawacita 5), melalui:  Penyediaan  layanan  khusus pendidikan menengah 
terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pen-
didikan reguler.

5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidik an 
SMA dicirikan dengan:

Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan mening-
katkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat keter-

No Arah Kerangka Regulasi dan/atau 
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regu-
lasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

1 Penyempurnaan/revisi UU No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidi-
kan Nasional

Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan 
lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi 
(RSBI, dan  Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta 
menambahkan substansi yang belum diakomodasikan 
(wajib belajar 12 tahun)

2 RPP  tentang pengelolaan guru Agar ada pembagian kewenangan dan tanggung-
jawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang 
bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan 
bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemer-
intah daerah

3 Perumusan peraturan perundangan 
tentang public- private partnership 
dlm pembangunan pendidikan

Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme 
public-private partnership dalam pembangunan 
pendidikan

4 Peraturan perundangan tentang 
pembentukan Lembaga Akreditasi 
Mandiri (LAM)

Membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi 
satuan pendidikan, lembaga maupun program studi

5 Peraturan perundangan tentang insti-
tusionalisasi komite/dewan pendidikan 
nasional

Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga komite/dewan 
pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan 
dikbud

6 Peraturan perundangan untuk memu-
ngkinkan penyediaan bantuan secara 
berkesinambungan kepada satuan 
pendidikan baik negeri maupun swas-
ta melalui mekanisme block grant

Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud 
dalam menyalurkan block grant secara tepat sasaran, 
jumlah dan waktu serta memperkecil resiko terjadinya 
pelanggaran peraturan perundangan

7 Peraturan perundangan terkait dengan 
upaya peningkatan efesiensi peman-
faatan anggaran pendidikan terutama 
berkaitan dengan penyediaan guru

Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab men-
genai penyediaan guru dan penganggarannya yang 
dibebankan secara proposional kepd pemerintah dan 
pemerintah daerah serta komitmen dlm peningkatan 
profesionalisme & kinerja guru

8 Penyiapan peraturan perundangan un-
tuk pembentukan Dewan Pendidikan 
tingkat pusat, provinsi dan kab/kota

Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta 
tugas dan fungsi Dewan Pendidikan tingkat pusat, 
provinsi dan kab/kota

9 Meninjau kembali dan bila perlu revi-
siUndang-Undang No 14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen

Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam – 40 jam 
tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat:
a. Kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kuriku-
lum setiap Mapel berbeda.
b. Tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat 
guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru 
yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit

10 Meninjau kembali dan Revisi Peraturan 
Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang 
Guru

Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru 
dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja 
guru perlu disempurnakan
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sediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita 
5), melalui:

a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang  pentingnya pendidik-
an menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan 
anak ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendo-
rong industri dalam penyediaan fasilitas magang.

6. Meningkatkan Keakuratan layanan  pendataan dan akuntabiltas tata kelo-
la pendidikan SMA dicirikan dengan:

a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan 
mening katkan akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mem-
percepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan 
pasar kerja (Nawacita.5), melalui:

1) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/
madrasah baru.

2) Penguatan kerjasama pemerintah dan  swasta  dengan mengatur 
secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/ma-
drasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam 
penggunaan bantuan pemerintah ;

b. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidik-
an (Nawacita 5), melalui: Peningkatan  kapasitas pemerintah kabu-
paten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan 
SPM.

c. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, (Nawacita 5), 
mela lui:

1) Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah 
kabupaten/kota  maupun  oleh   sekolah/madrasah berdasarkan 
kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;

2) Peningkatan     efisiensi pemanfaatan guru dengan memper-
baiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar ter-
masuk melalui multigrade dan/atau multisubject teaching;

d. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan 
(Nawacita 2), melalui Penerapan e-government untuk mendukung 
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bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, 
efisien dan transparan, dan terintegrasi.

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi tersebut, Direktorat 
Pembinaan SMA menyusun program prioritas  dan  target  yang akan dicapai 
sepanjang Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Gambar 3.5. Program dan Target Direktorat Pembinaan SMA        
2015-2019

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi dibutuhkan kementerian untuk mendukung tercapainya 
sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Perincian jenis 
kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian 
sasaran strategis Direktorat Pembinaan SMA antara lain sebagai berikut :

2019
1. USB 50 unit
2. Rehabilitasi ruang 2.530 paket
3. Prasarana pembelajaran 1.627 ruang
4. Sarana Pembelajaran 3.662 paket
5. SMA Rujukan 614 sekolah
6. Pendidikan Karakter 8.220 sekolah
7. Siswa Mengikuti Lomba 3.094 siswa
8. PIP 1.367.559 siswa

2017
1. USB 75 unit
2. Rehabilitasi ruang 5.381 paket
3. Prasarana pembelajaran 982 ruang
4. Sarana Pembelajaran 3.099 paket
5. SMA Rujukan 614 sekolah
6. Pendidikan Karakter 4.110 sekolah
7. Siswa Mengikuti Lomba 3.094 siswa
8. PIP 1.367.559 siswa

2018
1. USB 18 unit
2. Rehabilitasi ruang 2.530 paket
3. Prasarana pembelajaran 1.627 ruang
4. Sarana Pembelajaran 2.154 paket
5. SMA Rujukan 614 sekolah
6. Pendidikan Karakter 5.480 sekolah
7. Siswa Mengikuti Lomba 3.094 siswa
8. PIP 1.367.559 siswa

2015
1. USB 70 unit
2. Rehabilitasi ruang 171 paket
3. Prasarana pembelajaran 66 ruang
4. Sarana Pembelajaran 533 paket
5. SMA Rujukan 424 sekolah
6. Pendidikan Karakter 1.370 sekolah
7. Siswa Mengikuti Lomba 2.044 siswa
8. PIP 1.367.559 siswa

2016
1. USB 204 unit
2. Rehabilitasi ruang 1.672 paket
3. Prasarana pembelajaran 1.177 ruang
4. Sarana Pembelajaran 1.053 paket
5. SMA Rujukan 614 sekolah
6. Pendidikan Karakter 2.740 sekolah
7. Siswa Mengikuti Lomba 2.091 siswa
8. PIP 1.367.559 siswa
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 Tabel 3.1 Kerangka Regulasi 

No Arah Kerangka Regulasi dan/
atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi 
Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

1 Penyempurnaan/revisi UU No. 
20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional

Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak 
relevan lagi dengan peraturan perundangan 
yang lebih tinggi (RSBI, dan  Pendanaan 20% 
diluar gaji pendidik) serta menambahkan 
substansi yang belum diakomodasikan (wajib 
belajar 12 tahun)

2 RPP  tentang pengelolaan guru Agar ada pembagian kewenangan dan 
tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan 
guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan 
pilihan maupun urusan bersama yang dilaku-
kan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

3 Perumusan peraturan perun-
dangan tentang public- private 
partnership dlm pembangunan 
pendidikan

Supaya ada acuan yang jelas mengenai 
mekanisme public-private partnership dalam 
pembangunan pendidikan

4 Peraturan perundangan tentang 
pembentukan Lembaga Akredi-
tasi Mandiri (LAM)

Membantu pemerintah dalam melaksanakan 
akreditasi satuan pendidikan, lembaga mau-
pun program studi

5 Peraturan perundangan tentang 
institusionalisasi komite/dewan 
pendidikan nasional

Memperjelas fungsi dan fungsi lembaga 
komite/dewan pendidikan nasional dalam 
mendukung pembangunan dikbud

6 Peraturan perundangan untuk 
memungkinkan penyediaan 
bantuan secara berkesinambun-
gan kepada satuan pendidikan 
baik negeri maupun swasta 
melalui mekanisme block grant

Memperjelas kewenangan dan tanggung-
jawab dikbud dalam menyalurkan block grant 
secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta 
memperkecil resiko terjadinya pelanggaran 
peraturan perundangan

7 Peraturan perundangan terkait 
dengan upaya peningkatan 
efesiensi pemanfaatan anggaran 
pendidikan terutama berkaitan 
dengan penyediaan guru

Memperjelas kewenangan dan tanggu-
ngjawab mengenai penyediaan guru dan 
penganggarannya yang dibebankan secara 
proposional kepd pemerintah dan pemerin-
tah daerah serta komitmen dlm peningkatan 
profesionalisme & kinerja guru

8 Penyiapan peraturan perundan-
gan untuk pembentukan Dewan 
Pendidikan tingkat pusat, 
provinsi dan kab/kota

Memperjelas kewenangan dan tanggung-
jawab serta tugas dan fungsi Dewan Pendidi-
kan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota

9 Meninjau kembali dan bila perlu 
revisiUndang-Undang No 14 
tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen

Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam 
– 40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang 
mengingat:
a. Kebutuhan jam mengajar guru dalam struk-
tur kurikulum setiap Mapel berbeda.
b. Tuntutan pemenuhan jam mengajar guru 
berakibat guru harus mengajar di beberapa 
tempat bagi guru yang secara struktur kuriku-
lum jamnya sedikit
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No Arah Kerangka Regulasi dan/
atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi 
Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

10 Meninjau kembali dan Revisi 
Peraturan Pemerintah No 74 
tahun 2005 tentang Guru

Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian 
tunjangan guru dan pengaturan terhadap 
pemenuhan beban kerja guru perlu disem-
purnakan

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Kementerian yang meliputi struktur 
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka 
kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain: 1) meningkatkan koordina-
si pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam 
RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun 
struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi 
fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melak-
sanakan  program-programnya;  dan  3) memperjelas ketatalaksanaan dan 
meningkatkan profesionalisme  sumber daya aparatur.

Direktorat Pembinaan SMA merupakan salah satu unit pelaksana teknis dalam 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Ditjen Dik-
dasmen). Ditjen Dikdasmen dibentuk pada tahun  2015 berdasarkan Perpres 
14 tahun 2015 Pasal 44, serta  Permendikbud  No.11 tahun 2015. Berdasar-
kan Permendikbud No.11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola 
Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar Dan Menengah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumu-
san pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. 

Ditjen Dikdasmen terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima Direk-
torat yaitu Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Pertama  (SMP), Direktorat Pembinaan Sekolah Menen-
gah Atas (SMA), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
dan  Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK).

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA.
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Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik In-
donesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemente-
rian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 408 Bagian Keenam, tugas Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalah melaksanakan penyiapan peru-
musan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah 
Atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408 tersebut, 
Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sara-
na dan prasarana, pendanaan, dan  tata  kelola  sekolah menengah atas;

2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum, peserta didik, 
sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah 
atas;

3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menen-
gah atas;

4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas;

5. Pemberian pertimbangan izin dan kerja  sama  penyelengaraan sekolah 
menengah atas yang diselengarakan perwakilan negara asing atau lem-

Gambar 3.6 Bagan Organisasi Direktorat Pembinaan SMA
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baga asing;

6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas;

7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, 
peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah 
menengah atas;

8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta 
didik, sarana  dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menen-
gah atas;

9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum,  peserta didik, sa-
rana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mencapai target program prioritas  bidang  pendidikan yang 
ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur organis-
asi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk 
mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah 
struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari 
Direktorat Pembinaan SMA.

1. Sub Direktorat Program dan Evaluasi

Sub Direktorat program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksan-
akan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan,  dan  
anggaran,  kerja  sama  dan    evaluasi  pelaksanaan program, kegiatan 
dan anggaran serta laporan Direktorat. Subdirektorat Program dan Evalu-
asi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan se-
kolah menengah atas;

b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bi-
dang pembinaan sekolah menengah atas;

c. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;

d. Penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas;

e. Koordinasi pelaksanaan kerja sama di  bidang  pembinaan sekolah 
menengah atas;

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan ang-
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garan Direktorat serta fasilitasi pendanaan  sekolah menengah atas; 
dan

g. Penyusunan laporan Direktorat.

Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Program mempunyai  tugas  melakukan  penyusunan bahan pe-
rumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, data dan 
informasi, dan penyusunan  program, kegiatan dan anggaran Direk-
torat, serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas.

b. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan eval-
uasi pelaksanaan program, kegiatan, dan  anggaran Direktorat dan 
pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas, penyusu-
nan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan 
sekolah menengah atas, dan penyusunan laporan Direktorat.

2. Sub Direktorat Kurikulum

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, stan-
dar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjam-
inan mutu, di bidang kurikulum sekolah menengah atas. Subdirektorat 
Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebija-
kan di     bidang kurikulum sekolah menengah atas;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di  bidang pembe-
lajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;

c. Penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang 
pembelajaran dan penilaian  pada  sekolah  menengah atas;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran 
dan penilaian pada sekolah menengah atas; dan

e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan pe-
nilaian pada sekolah menengah atas.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas:

a. Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan 
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, 
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prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjami-
nan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran sekolah me-
nengah atas.

b. Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pe-
rumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, 
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjami-
nan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian sekolah menen-
gah atas.

3. Sub Direktorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas mel-
aksanakan penyusunan bahan  perumusan,  koordinasi, dan pelaksanaan 
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan super-
visi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah 
atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidi-
kan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lemba-
ga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan 
penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah me-
nengah atas. Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menye-
lenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebija-
kan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah 
atas;

b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah 
atas;

c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan 
sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara 
asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh 
lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;

d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana 
prasarana sekolah menengah atas;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan  kriteria  di  bidang tata 
kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan 
sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
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g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan sarana 
prasarana sekolah menengah atas.

Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana teridiri dari 2 seksi, 
yaitu:

a. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan 
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, 
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan 
pemberian  izin  penyelenggaraan sekolah menengah atas yang dise-
lenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja 
sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga 
pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan lapo-
ran di bidang tata kelola sekolah menengah atas.

b. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusu-
nan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, nor-
ma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasil-
itasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di 
bidang sarana dan prasarana menengah atas.

4. Sub Direktorat Peserta Didik

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, stan-
dar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta 
didik sekolah menengah  atas Subdirektorat Peserta Didik menyelengga-
rakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebija-
kan di bidang   peserta didik sekolah menengah atas;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembi-
naan bakat,  prestasi,  dan  peningkatan  kualitas kepribadian peserta 
didik sekolah menengah atas;

c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta 
didik sekolah menengah atas;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan 
bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik 
sekolah menengah atas;
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e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat, 
prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah 
menengah atas.

Subdirektorat Peserta Didik terdiri atas 2 seksi, yakni:

a. Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyusunan 
bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, 
standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi 
dan laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik sekolah me-
nengah atas.

b. Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan 
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, 
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan lapo-
ran di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepriba-
dian peserta didik sekolah menengah atas.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, 
kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direk-
torat.
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BAB IV

TARGET KINERJA 
DAN KERANGKA PENDANAAN



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-201980

A. TARGET KINERJA 

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 merupakan bagian 
dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperin-
tahkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-
ra dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta  peningkatan mutu keluaran 
(output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi 
acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan 
unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel 
(accountable). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Pen-
ganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran 
program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
(IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 
Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan 
disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target 
kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh 
Kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2015- 2019. Oleh kare-
na itu Direktorat Pembinaan SMA didalam menyusun dan menetapkan target 
kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan 
yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);

2. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator 
kinerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Eselon I dihara-
pkan menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program  dan  
dilengkapi  dengan  IKP dari  masing-masing  sasaran  program, sedangkan 
Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan dengan masing-mas-
ing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakter-
istik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk masing-masing 
sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja 
kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian 
dan program prioritas nasional. Hubungan antara struktur organisasi, struktur 
program dan kegiatan,  dan  kinerja  disajikan pada gambar 4.1.

Penyusunan Renstra memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah, seka-
ligus memberi gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun 
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mendatang. Secara teknis, sesuai pedoman yang ada, Renstra disusun den-
gan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi 
pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan seluruh Eselon I 
dan Eselon II dari Kemendikbud. Pendekatan top down mengandung makna 
bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai 
dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan bottom up dilaku-
kan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan 
kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetap-
kan berdasarkan unit Eselon II yang dikelola Direktorat Pembinaan SMA se-
bagaimana dibahas dalam Bab III sub bab Kerangka Kelembagaan.

Target kinerja dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu 
lima tahun. Penjelasan dari setiap target kinerja Direktorat Pembinaan SMA 
sebagai berikut:

1. Target Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Pem-
binaan SMA

Target capaian Program Direktorat Pembinaan SMA terdiri atas 11 Indika-
tor Kinerja Program (IKP). Secara rinci target IKP masing-masing disajikan 
pada Tabel 4.1. 

2. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Gambar 4.1 Arsitektur struktur program dan kegiatan

STRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR KINERJA
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TARGET
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KEMENTERIAN/ 
LEMBAGA
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UNIT KERJA
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BAGIAN ANGGARAN 
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PROGRAM

KEGIATAN

KEBIJAKAN K/L

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM LINTASSUB FUNGSI

TARGET

TARGET

TARGET

I K  SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS K/L 
(IMPACT/OUTCOME)

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)

SASARAN KEGIATAN 
(OUTPUT)

KEMENTERIAN/LEMBAGA



Renstra Direktorat Pembinaan SMA 2015-201982

Sasaran Program dan IKP
TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan

IKP 1 APK SMA/SMK/SMLB (%) 75.82 76.68 79.08 80.51 82.18

IKP 2 Persentase kecamatan 
yang memiliki Minimal 1 
Sekolah Menengah

76.6 82.5 88.3 94.2 100.0

Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan

IKP 3 Jumlah siswa pada 
jenjang pendidikan 
SMA penerima bantuan 
melalui Kartu Indonesia 
Pintar

1.367.560 1.367.560 1.692.559 1.692.559 1.692.559

IKP 4 Angka siswa putus 
sekolah SMA (%)

1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8%

Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan

IKP 5 SMA memenuhi akredita-
si minimal B

65.0 70.0 75.0 80.0 85.0

IKP 6 Persentase Kabupaten/
Kota memiliki Minimal 
1 Sekolah Menengah 
Rujukan/Model

29.4 49.9 70.5 90.0 100.0

IKP 7 Rata-rata nilai sikap siswa 
SMA/SMLB minimal baik 
(pendidikan karakter)

Baik Baik Baik Baik Baik

IKP 8 Jumlah perolehan medali 
tertimbang dari kompetisi 
internasional tingkat pen-
didikan menengah

70 74 76 80 84

Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan

IKP 9 Rasio APK perempuan:la-
ki-laki di SMA

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan

IKP 10 Lulusan SMP/MTs 
melanjutkan ke SMA dan 
SMK (%)

81.5 82.0 84.0 86.0 88.0

Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabiltas tata kelola pendidikan

IKP 11 Data pendidikan SMA 
akurat, berkelanjutan, dan 
terbarukan

85.0 87.0 89.0 92.0 95.0

Tabel 4.1 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) 
Direktorat Pembinaan SMA
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SASARAN/INDIKATOR
TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di SMA

IKK 1.1 Jumlah layanan Sistem Pendataan dan 
Informasi Pendidikan SMA

1 1 1 1 1

IKK 1.2 Jumlah dokumen rumusan kebijakan, 
perencanaan, penganggaran dan pen-
gendalian kegiatan bidang Pendidikan 
SMA serta koordinasi lintas sektoral 
bidang Pendidikan SMA

35 35 35 35 35

IKK 1.3 Jumlah kerja sama dan kemitraan insti-
tusi/instansi dalam dan luar negeri

8 8 8 8 8

Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terbagi menjadi dua 
kelompok, yakni kelompok dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 
teknis lainnya, serta kelompok penyediaan dan peningkatanan layanan 
pendidikan sekolah menengah. 

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKK dalam kelompok dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 
teknis lainnya terdiri atas tiga IKK yang secara rinci disajikan pada Ta-

bel 4.2.

b. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Me-
nengah

IKK dalam kelompok penyediaan dan peningkatan layanan pendidi-

Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
Penyediaan & Peningkatan Layanan Pendidikan SMA

Kode
Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/In-
dikator (IKSS,IKP,IKK)

Sasaran Baseline 
2014

"Target 2015 -2019”

2015 2016 2017 2018 2019

SK 3.1 Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan den-
gan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota

IKK 3.1 Jumlah siswa SMA 
penerima BOS SM

Siswa  4,426,882  4,359,141  4,473,857  4,640,653  4,826,279  5,019,330 

IKK 3.2 Jumlah RKB SMA yang 
dibangun

Ruang  1,853  2,153  4,817  1,000  1,624  4,032 
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Kode
Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/In-
dikator (IKSS,IKP,IKK)

Sasaran Baseline 
2014

"Target 2015 -2019”

2015 2016 2017 2018 2019

IKK 3.3 Jumlah unit SMA baru 
yang dibangun

Sekolah  30  70  204  75  18  50 

IKK 3.4 Pembangunan prasara-
na pembelajaran SMA

ruang  33  66  1,177  982  1,627  1,627 

IKK 3.5 Rehabilitasi ruang 
pembelajaran SMA

Paket  151  171  1,672  5,381  2,530  2,530 

IKK 3.6 Pengadaan sarana 
pembelajaran SMA 

Paket  169  553  1,053  3,099  2,154  3,662 

IKK 3.7 Jumlah SMA yang 
menerapkan kurikulum 
yang berlaku

Sekolah  12,311  2,156  13,419  13,517  13,615  13,700 

IKK 3.8 Jumlah bahan ajar 
SMA yang disusun

Modul  16  16  17  18  19  21 

IKK 3.9 "Jumlah SMA yang 
menerapkan Manaje-
men Berbasis Sekolah 
(MBS)

Sekolah  4,320 2,251 4,852 8,012 13,615 13,700

IKK 3.10 Jumlah SMA rujukan Sekolah  91  424  614  614  614  614 

IKK 3.11 Jumlah SMA yang mel-
akukan pembelajaran 
kewirausahaan

Sekolah  -  204  204  204  204 

IKK 3.12 Jumlah siswa SMA 
yang mengikuti lomba/
olimpiade, festival, de-
bat, dan unjuk prestasi 
tingkat nasional dan 
Internasional

Siswa  3,094  2,044  2,091  3,094  3,094  3,094 

IKK 3.13 Jumlah siswa SMA 
yang memperoleh 
beasiswa 

Siswa  2,942  2,350  2,091  2,249  2,249  2,249 

IKK 3.14 Jumlah Sekolah SMA 
yang menerapkan 
pendidikan karakter

Sekolah  12,311  1,370  2,740  4,110  5,480  8,220 

SK 3.2 Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin 

IKK 3.15 Jumlah siswa SMA 
penerima Kartu Indo-
nesia Pintar (KIP)

Siswa  425,033  1,367,559  1,367,559  1,367,559  1,367,559  1,367,559 

SK 3.3 Menguatnya Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di SMA

IKK3.16 Jumlah Satker yang 
Mendapat Dukun-
gan Manajemen dan 
Layanan Teknis SMA

Layanan 35 35 35 35 35 35
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No KEWENANGAN PEMERINTAH/ 
KEMENDIKBUD

PEMERINTAH 
PROVINSI

PEMERINTAH KABU-
PATEN/ KOTA

1 MANAJEMEN 
PENDIDIKAN

a.Penetapan standar 
nasional pendidikan.
b.Pengelolaan Pendidikan 
Tinggi

a.Pengelolaan pendidi-
kan menengah.
b. Pengelolaan Pen-
didikan Khusus

a.Pengelolaan pen-
didikan dasar.
b.Pengelolaan 
Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan 
Nonformal

2 KURIKULUM Penetapan kurikulum 
nasional pendidikan me-
nengah, pendidikan dasar, 
pendidikan anak usiadini, 
dan pendidikan nonformal.

Penetapan kurikulum 
muatan lokal pendidi-
kan menengahdan 
muatan lokal pendidi-
kan khusus.

Penetapan kuriku-
lum muatan lokal 
pendidikan dasar, 
pendidikan anak usia 
dini, dan pendidikan 
nonformal.

3 AKREDITASI Akreditasi perguruan ting-
gi,pendidikan menengah, 
pendidikan dasar, pen-
didikan anak usia dini,dan 
pendidikan nonformal.

--- ---

4 PENDIDIK 
DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN

a.Pengendalian formasi 
pendidik, pemindahan 
pendidik, dan pengem-
bangan karier pendidik.
b. Pemindahan pendidik 
dan tenaga kependidikan 
lintas Daerah provinsi.

Pemindahan pendidik 
dan tenaga kepend-
idikan lintas Daerah 
kabupaten/kotada-
lam 1 (satu) Daerah 
provinsi.

Pemindahan Pendidik 
Dan Tenaga Kepend-
idikan Dalam Daerah 
Kab/Kota

5 PERIZINAN 
PENDIDIKAN

a. Penerbitan izin pergu-
ruan tinggi swasta yang 
diselenggarakan oleh 
masyarakat.
b. Penerbitan izin 
penyelenggaraan satuan  
pendidikan asing.

a. Penerbitan Izin 
Pendidikan Menengah 
yang diselenggarakan 
oleh Masyarakat
b. Penerbitan izin Pen-
didikan Khusus yang 
diselenggarakan oleh 
Masyarakat

a. Penerbitan Izin Pen-
didikan Dasar Yang 
diselenggarakan Oleh 
Masyarakat
b. Penerbitan Izin 
Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan 
Non-formal yang 
diselenggarakan Oleh 
Masyarakat

Tabel 4.4 Pembagian Wewenang Pengelolaan Pendididikan

kan sekolah menengah terdiri atas 18 IKK yang secara rinci disajikan 
pada Tabel 4.3.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan disusun dengan  memperhatikan  berbagai peraturan 
perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan ke-
uangan Negara,  diperhatikan  pula  Undang-undang  (UU) Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyeleng-
garaan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan yang mengatur 
cukup  terperinci  adalah  Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 
tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 
tersebut dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu kewenangan tingkat pemerintah/
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kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun 
substansi kewenangannya mencakup bidang manajemen pendidikan, kuriku-
lum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta ba-
hasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan 
dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel  4.4:

Pelaksanaan  UU  dan  PP  tersebut  di  atas  mengacu  pada  prinsip-prinsip 
sebagai berikut:

3. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Amendemen Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  1945 dalam 
Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari anggaran pendapatan  dan  
belanja  negara  serta   dari anggaran   pendapatan dan belanja daerah 
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Se-
bagai implementasi dari amanat undang-undang dasar    tersebut    un-
dang-undang    Sisdiknas    menetapkan    bahwa pendanaan pendidi-
kan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada, 
dimana pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasar-
kan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pen-
didikan  mengatur  pembagian  tanggung  jawab  pendanaan pendidikan 
untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, 
pemerintah daerah, dan  masyarakat  termasuk satuan pendidikan. Tabel 
4.5 menunjukkan  pembagian  peran Pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait den-
gan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 4.5 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No Jenis Biaya

Penanggungjawab

Pendidikan Dasar Pendidikan Menen-
gah

I Biaya Investasi Satuan Pendidikan

1 Biaya Investasi Lahan Pendidikan

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda

b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masyarakat
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No. Jenis Biaya Penanggung Jawab

Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah

I Biaya Investasi Satuan Pendidikan

 1. Biaya Investasi Lahan Pendidikan

     a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda

     b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/
Masyarakat

2. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

     a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/
Masy

     b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/
Masyarakat

II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau 
Pengelolaan Pendidikan

 1. Biaya Investasi Lahan Pemerintah/Pemda

 2. Biaya Investasi Selain Lahan Pemerintah/Pemda

III Biaya Operasi Satuan Pendidikan

 1. Biaya Personalia

     a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda

     b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/
Masy

 2. Biaya Nonpersonalia

    a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/
Masy

     b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/
Masy

IV Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidi-
kan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

 1. Biaya Personalia Pemerintah/Pemda

 2. Biaya Nonpersonalia Pemerintah/Pemda

V Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah/Pemda

VI Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri Pemerintah
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No Jenis Biaya

Penanggungjawab

Pendidikan Dasar Pendidikan Menen-
gah

2 Biaya Investasi Selain Lahan Pendidi-
kan

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/
Masy

b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masyarakat

II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/
atau Pengelolaan Pendidikan

1 Biaya Investasi Lahan Pemerintah/Pemda

2 Biaya Investasi Selain Lahan Pemerintah/Pemda

III Biaya Operasi Satuan Pendidikan

1 Biaya Personalia

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda

b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masy

2 Biaya Nonpersonalia

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/
Masy

b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masy

IV Biaya Operasi Penyelenggaraan 
Pendidikan dan/atau PengelolaanPen-
didikan

1 Biaya Personalia Pemerintah/Pemda

2 Biaya Nonpersonalia Pemerintah/Pemda

V Bantuan Biaya Pendidikan dan Bea-
siswa

Pemerintah/Pemda

VI Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri Pemerintah

Bagi satuan pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat, ada kom-
ponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang 
bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 4.6.
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Tabel 4.6 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh 
Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No
Jenis Biaya

Penanggung Jawab

Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah

I Biaya Investasi Satuan Pendidikan

1. Biaya Investasi Lahan Pendidikan

a. Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satuan Pendidikan

b. Tambahan sampai menjadi Sekolah 
Berbasis Keunggulan Lokal

Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/
Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda

2. Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

a. Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satu-
an Pendidikan

Penyelenggara/Satuan 
Pendidikan/Masy.

b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/
Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda

II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

1. Biaya Investasi Lahan Penyelenggara/Satuan Pendidikan

2. Biaya Investasi Selain Lahan Penyelenggara/Satuan Pendidikan

III Biaya Operasi Satuan Pendidikan

1. Biaya Personalia

a. Sekolah Standar Nasional Penyelenggara/Satuan Pendidikan

b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/
Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda

2. Biaya Nonpersonalia

a. Sekolah Standar Nasional Pemda Penyelenggara/Satuan 
Pendidikan/Masy.

b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/
Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda

IV Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidi-
kan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

1. Biaya Personalia Penyelenggara/Satuan Pendidikan

2. Biaya Nonpersonalia Penyelenggara/Satuan Pendidikan

V Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/
Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pen-
danaan pendidikan juga  menjadi  tanggung  jawab peserta didik, orang tua 
dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah: (i) biaya pribadi 
peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidi-
kan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun  nonformal,  
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yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang  disediakan 
oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya per-
sonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik 
formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi  kekurangan  pen-
danaan  yang  disediakan   oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; 
(iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada  satuan  pendidikan  bukan  pelaksa-
na  program wajib belajar,  baik  formal maupun  nonformal,  yang  diperlukan 
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara 
dan/atau satuan pendidikan; dan (v)  pendanaan sebagian biaya investasi pen-
didikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan  tambahan  yang  diper-
lukan  untuk  mengembangkan satuan  pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga  dari  masyarakat  di luar penye-
lenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik 
atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan 
dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentin-
gan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan 
publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional 
dan kemudian dilaporan kepada Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan apa-
bila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan.

4. Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010-
2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan 
fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah 
untuk tahun 2005-2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap mas-
yarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan;dan c) 
insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pen-
didikandan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan 
dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan 
kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan 
dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab 
pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai den-
gan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh 
pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. To-
tal anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar 
Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan 
tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN 
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Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja trans-
fer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kemente-
rian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 
triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 
4,8%, sehingga 20%  anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkira-
kan mencapai Rp349,2 triliun.

Namun demikian sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka pengelu-
aran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap 
program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan kebutuhuan an-
ggaran seprti ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Struktur Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015-2019

No Kegiatan Jumlah 
output

Target Anggaran (Rp. 000.000)

2015 2016 2017 2018 2019

Direktorat Jenderal    
Pendidikan Dasar dan 
Menengah

123 23.643.252 29.893.609 30.976.962 32.150.542 33.362.015

1. Pembinaan Se-
kolah Dasar

14 2.216.195 2.480.098 2.558.540 2.952.532 3.092.981

2. Pembinaan 
Sekolah Menengah 
Pertama

20 2.699.200 4.062.249 4.100.552 4.162.165 4.221.813

3. Pembinaan 
Sekolah Menengah 
Atas

16 8.010.000 9.432.897 9.803.759 10.118.011 10.452.033

4. Pembinaan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan

25 9.009.000 11.542.632 12.060.600 12.390.842 12.972.781

5. Pembinaan Pen-
didikan Khusus dan 
Layanan Khusus

27 912.000 1.542.642 1.566.613 1.592.098 1.620.047

6. Dukungan     
Manajemen     dan 
Pelaksanaan Tugas 
Lainnya

20 386.757 405.991 442.798 473.794 506.960

7. Pembinaan  
Penjaminan  Mutu 
Pendidikan

11 35.100 37.100 39.100 41.100 43.100

8. Lembaga    Pen-
jaminan    Mutu 
Pendidikan

5 375.000 390.000 405.000 420.000 452.300

Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan Dasar Dan Me-
nengah diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, mas-
yarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk  berpartisipasi dalam pemenuhan 
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pendanaan pendidikan.

5. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Kerangka pendanaan di atas akan bisa dilaksanakan secara efektif dan 
efisien antara lain jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordi-
nasi   secara   nasional,   regional,   dan/atau   antarlembaga   dan antarin-
stansi  terkait.  Penataan  sistem  tata  kelola,  serta  pengawasan internal 
di lingkungan Kemendikbud.

c. Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra pendidikan secara 
nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Per-
encanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pemban-
gunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan 
pendidikan dan kebudayaan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan 
dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan 
antara lain adalah Kemdikbud, Kementerian Agama,  Kementerian  
Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatan 
dan Kota, Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola 
program, kegiatan dan anggaran fungsi pendidikan.

d. Tata Kelola

Gambar 4.2: Proyeksi Anggaran Pembinaan SMA Tahun 2015-2019 
(dalam juta rupiah)
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Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
2015-2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen-
terian Agama,  Dinas  Pendidikan  Provinsi, Dinas Pendidikan Kabu-
paten/Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem 
tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas  dan  
tanggung  jawab  dalam melaksanakan program dan kegiatan yang 
ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja  pendidikan  
dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi 
Renstra mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan 
prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis 
kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan ke-
giatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

e. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pen-
gawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama 
yang membidangi pengawasan yaitu  Inspektorat Jenderal untuk 
tingkat kementerian, dan badan pengawas daerah (Bawasda) untuk 
dinas pendidikan di provinsi,  kabupaten,  dan kota. Sistem pengawa-
san internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional 
dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai 
dan menganalisis semua aktivitas  pelaksanaan  program dan kegiatan 
pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan 
yang berlaku untuk  mewujudkan  transparansi dan akuntabilitas publik. 
Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola  im-
plementasi  Renstra  sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan 
pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan inter-
nal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit  kerja yang 
mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan 
oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. 
Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit penga-
wasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah 
seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 
bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.
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6. Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses 
pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing 
pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, 
dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara  ter-
padu yang mampu meningkatkan  pelayanan  dan  mendukung  penye-
diaan  informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan 
kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelaja-
ran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 4.2 menun-
jukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud 
sesuai dengan Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008.

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi 
Terpadu di lingkungan Kemendikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai beri-
kut: (i) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi  Kemendikbud  
harus  selaras dengan Visi dan Misi Kemendikbud; (ii) Sistem dan Teknologi 
Informasi Kemendikbud harus mampu mendukung manajemen Kemendik-
bud dalam mengambil keputusan  secara  cepat,  efisien dan efektif termasuk 
mengatur  wewenang  pendistribusian informasi; (iii) Sistem dan Teknologi In-
formasi Kemendikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai peruba-
han termasuk dilakukannya reformasi  birokrasi dan organisasi; (iv) Sistem dan 
Teknologi Informasi Kemendikbud harus menjamin keamanan dan kesahihan 
data serta menjamin efisiensi  pengelolaan  pangkalan data sehingga tidak ter-

Gambar 4.3. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud
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jadi data redundancy; (v)  Sistem  dan Teknologi  Informasi  Kemdikbud  harus  
mampu  menjadi  sarana untuk   mendukung pemberian  layanan  pendidikan  
dan kebudayaan termasuk e-pembelajaran, e-knowledge sharing dan e-sum-
ber belajar; (vi) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus menduku-
ng tercapainya Sistem Tata Kelola Kemdikbud termasuk sistem pengawasan 
dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; dan (vii) Guna men-
jamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan 
Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud yang selaras dengan 
Rencana Strategis Kemendikbud.

C. SISTEM PEMANTAUAN  DAN EVALUASI

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan dari implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang 
telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019 dengan 
hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara ber-
kala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di 
setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prin-
sip-prinsip sebagai berikut:1) kejelasan tujuan  dan  hasil  yang diperoleh 
dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objek-
tif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan pros-
es serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
agar hasilnya sahih dan handal; 4) pelaksanaan  dilakukan secara terbu-
ka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui 
hasil pelaporan melalui  berbagai  cara;  5)  melibatkan berbagai pihak 
yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); 6) 
pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan  secara internal dan ekster-
nal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan 
secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (kom-
prehensif); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal    yang  telah  
ditetapkan  dan  pada  saat  yang  tepat  agar  tidak kehilangan momen-
tum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelan-
jutan; 10) berbasis indikator kinerja; dan 11) pelaksanaan dilakukan se-
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cara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai 
dengan menggunakan  sumber  daya yang ketersediaannya terbatas dan 
sesuai dengan yang direncanakan. 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai 
berikut: 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan 
dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; 3) peningkatan 
tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pe-
mantauan dan evaluasi dapat  dilakukan  oleh pemerintah, BSNP, LPMP, 
dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebu-
dayaan  kabupaten/kota,  dinas  pendidikan dan kebudayaan kecamatan,  
dan satuan pendidikan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan 
Kemdikbud meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bula-
nan dan triwulanan, 2) evaluasi tematik  yang berkaitan dengan kebijakan 

Gambar 4.4. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelak-
sanaan rencana pembangunan pendidikan
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Kemdikbud, 3) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, 4) evaluasi 
kinerja tengah periode Renstra  melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, 
dan 5) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi 
dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain 
yang berkompeten.Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan 
pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat 
dilihat pada Gambar 4.3.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 
42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring 
Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidi-
kan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut 
mengamanatkan bahwa setiap  satker yang memanfaatkan APBN wajib 
melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, 
kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai 
masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga serti-
fikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut da-
lam melaksanakan standardisasi,  akreditasi,  penjaminan dan pengawa-
san mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar 
tingkat nasional.

5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupat-
en/Kota, serta Satuan Pendidikan dan Kebudayaan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai 
berikut:

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah  provinsi digunakan untuk: 
(i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan 
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dan kebudayaan  provinsi;  (ii) memperbaiki  kinerja  aparatur  Pemda  
Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; dan (iii) men-
ingkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi 
dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten/Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ka-
bupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian 
target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut 
sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2015-
2019; (ii) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan 
pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan 
pendidikan makin meningkat; dan (iii) meningkatkan kemampuan dan 
kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksan-
akan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan dan Kebu-
dayaan

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam  satuan  pendidikan dan ke-
budayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada 
satuan pendidikan dan kebudayaan yang bersangkutan secara berka-
la, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidi-
kan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian 
Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evalua-
si yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah 
untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadi-
kan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk mening-
katkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta 
membantu  BAN-SM,  BAN-PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi 
satuan pendidikan.1
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BAB IV

PENUTUP
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Rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 diharapkan dapat 
membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mer-

encanakan pembangunan pendidikan SMA 2015-2019.

Rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 ini disusun untuk mem-
berikan jabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategik, arah kebijakan serta strategi 
pembangunan pendidikan SMA 2015-2019 sesuai dengan agenda prioritas pem-
bangunan (Nawacita) serta arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Nasional 2015-2019.

Rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 ini disusun dengan mem-
perhatikan kondisi capaian pendidikan yang ada saat ini dan berbagai isu-isu strat-
egis yang dihadapi bangsa Indonesia. Disamping itu juga memperhatikan kemam-
puan pendanaan pemerintah sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen 
RPJMN 2015–2019 serta dengan mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin 
terjadi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan 
SMA 2015-2019.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-
2019 ini Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun akan lebih terarah, terinci dan akunt-
abel.1
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